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Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas di Indonesia, sudah cukup banyak 

diterbitkannya berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang 

tersebut guna memastikan pengarusutamaan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas dalam pembangunan. Salah satu peraturan 

turunan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 

2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi 

Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengamanatkan perlunya 

pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua perencanaan 

pembangunan daerah melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang 

Disabilitas (RAN-PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang 

Disabilitas (RAD-PD)  mulai dari Desa/Kelurahan hingga tingkat 

Provinsi. 

Pada RAN-PD serta RAD-PD, pendataan disabilitas menjadi sasaran 

strategis pertama, yaitu: 1) pendataan dan perencanaan yang 

inklusif bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan 1: 

pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas 

sektor. Sebagai basis menyusun perencanaan perlu dibangun 

Sistem Informasi Kelurahan–khususnya ketersediaan data 

penyandang disabilitas yang tidak hanya mencakup data jumlah dan 

ragam jenis disabilitas warga, tapi juga kondisi livelihood termasuk 

kerentanan dan keberdayaan keluarganya. 

Pengantar
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Ketersediaan data penyandang disabilitas di tingkat kelurahan 

menjadi awal untuk terwujudnya layanan publik yang inklusif. 

Setelah data yang reliable dan terus terverifikasi tersedia, maka 

akan dapat disiapkan Rencana Pembangunan Kelurahan 

berperspektif inklusi disabilitas dengan anggaran Kelurahan untuk 

menjalankan berbagai program pemberdayaan penyandang 

disabilitas. Tidak hanya untuk pemberdayaan, tapi juga 

membangun fondasi kuat lainnya untuk inisiasi kelurahan inklusif 

disabilitas seperti mengorganisir penyandang disabilitas dan 

Membentuk Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) untuk 

membangun kepercayaan diri, kemandirian dan martabat difabel di 

kelurahan; mendirikan Forum Warga Kelurahan dan menghidupkan 

spirit inklusivitas dalam berkelurahan; mengembangkan Proses 

Pembelajaran bersama membangun kelurahan inklusi dan 

menyebarluaskan pengaruhnya ke kelurahan-kelurahan sekitarnya; 

membangun Perspektif Disabilitas dalam kehidupan berma-

syarakat dan berkelurahan; membangun Aksesibilitas infrastruktur 

layanan publik di kelurahan dan pemahaman berinteraksi dengan 

penyandang (aspek non-fisik) yang disebut memahami 'etika 

disabilitas'; dan menyiapkan regulasi kelurahan terkait perlin-

dungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kelurahan.

Pendataan Disabilitas memang menjadi ranah Kementerian Sosial 

dan Badan Pusat Statistik, atau Dinas Sosial di daerah. Melalui SKB 

(Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan 

Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pemu-
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takhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada 28 Juli 2020, pemerintah 

terus mengembangkan satu sistem pendataan yang disebut DTKS 

(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS merupakan sistem data 

elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi 

dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah 

di Indonesia. Dengan demikian, DTKS bukanlah data keseluruhan 

penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Pemerintah harus dan 

sedang berupaya menyiapkan data disabilitas secara menyeluruh. 

Penyediaan data disabilitas sebagai bagian dari data kependudukan 

di kelurahan merupakan salah satu upaya untuk pengejawantahan 

data disabilitas secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada 

kelompok kesejahteraan terendah, untuk keperluan penyusunan 

program atau layanan publik bagi penyandang disabilitas dari 

tingkat yang terendah.

Sebagai bagian dari hak warga negara, maka pendataan 

penyandang disabilitas harus dilakukan hingga tersedia data 

terpilah berdasarkan kategori-kategori yang lebih luas dari hanya 

ragam disabilitas dan by name by address. Untuk itu, dalam 

persiapan pendataan, instrument pertanyaan dan analisis data 

harus menerapkan konsep sebagaimana diatur oleh UN-CRPD, 

yakni dengan ketentuan Washington Group on Disability Statistic 

(WGDS). Buku panduan pendataan disabilitas di kelurahan ini 

mengadopsi Pertanyaan Washington Group Short-Set (versi 

singkat) yang dikombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan 

V
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komprehensif lain terkait pendidikan, pekerjaan, hambatan, 

partisipasi, akses terhadap perlindungan sosial, kebutuhan alat 

bantu dll.
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Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan 

tanpa terkecuali dalam mendapatkan akses layanan publik dari 

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Inilah yang dikenal sebagai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

nilai dari Sila Kelima, Pancasila. Tidak hanya masyarakat umum yang 

mendapatkan tetapi masyarakat penyandang disabilitas sebagai 

kelompok minoritas juga harus mendapatkan layanan secara 

setara. Tentunya, ini bertujuan agar menunjang kehidupan untuk 

mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas. 

Namun, belum semua penyandang disabilitas dapat merasakan 

layanan publik yang inklusif di fasilitas umum apalagi di tingkat 

desa/kelurahan. Masih banyak penyandang disabillitas yang belum 

mendapatkan layanan publik baik di bidang ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan kesehatan seperti masyarakat lainnya karena 

belum terdata. Dalam bidang sosial, misalnya, pendataan 

merupakan kunci penting agar pemberian bantuan sosial kepada 

penyandang disabilitas bisa dilakukan secara merata. Berdasarkan 

data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, jumlah 

penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 9,7 persen dari jumlah 

penduduk atau sekitar 26 juta orang. Data tersebut hanya 

menjaring masyarakat maupun penyandang disabilitas yang 

mempunyai status kesejahteraan sosial terendah tetapi tidak 

menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme 

A. Data Disabilitas sebagai Basis Kebijakan Layanan 
     Inklusif di Kelurahan 
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pendataan yang valid, sehingga kebijakan dan program pemerintah 

yang ada belum tepat sasaran terhadap penyandang disabilitas. 

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas pada pasal 5 (1) disebutkan bahwa penyandang 

disabilitas memiliki hak atas pendataan. Di sisi lain, Peraturan 

Pemerintah No. 70 Tahun 2019 juga menetapkan beberapa sasaran 

strategis RIPD (Rencana Induk Penyandang Disabilitas) yakni,          

1) pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas; 2) penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi 

penyandang disabilitas; 3) perlindungan hak dan akses politik dan 

keadilan bagi penyandang disabilitas; 4) pemberdayaan dan 

kemandirian penyandang disabilitas; 5) perwujudan ekonomi 

inklusif bagi penyandang disabilitas; 6) pendidikan dan 

keterampilan bagi penyandang disabilitas; dan 7) akses dan 

pemerataan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. 

Selanjutnya, RIPD tersebut sudah diturunkan menjadi Rencana 

Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) melalui peraturan 

Menteri BAPPENAS/Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 

Tahun 2021. Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) wajib 

menurunkan kembali menjadi Rencana Aksi Daerah Penyandang 

Disabilitas (RAD-PD) melalui Peraturan Gubernur. Pada RIPD 

maupun RAN-PD serta RAD-PD, pendataan disabilitas menjadi 

sasaran strategis pertama, yaitu: 1) pendataan dan perencanaan 

yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan               

1: pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas 

sektor. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua DPD RI AA 

AFIFA UTAMA
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LaNyalla Mahmud Mattalitti (2020), mengatakan mendukung 

adanya sensus warga disabilitas di Indonesia, tidak hanya data yang 

ada di Kementerian Sosial, melainkan benar-benar berasal dari data 

sensus kependudukan yang dilakukan. Pernyataan yang 

disampaikan juga merupakan tanggapan dari tuntutan Organisasi 

Penyandang Disabilitas untuk diadakannya pendataan penyandang 

disabilitas di desa/kelurahan. 

Hingga saat ini, selain dari Susenas 2019, sumber data yang 

digunakan hampir di seluruh wilayah masih menggunakan data 

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang merupakan 

program pencatatan penduduk di bawah garis kemiskinan 40%. 

Artinya 40% tersebut belum dapat menjelaskan berapa besar angka 

penyandang disabilitas yang belum memiliki akses ke layanan 

publik. Belum adanya data yang lengkap menjadi salah satu 

hambatan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

ramah disabilitas. Hal ini menunjukkan belum ada kebijakan yang 

berpihak sepenuhnya kepada kelompok penyandang disabilitas. 

Padahal, data tersebut dapat berguna bagi penyediaan 

akses/layanan sesuai kebutuhan dan kedepannya dapat menjadi 

acuan dalam membuat keputusan dalam pemberian layanan 

inklusif dan menjamin penglibatan penyandang disabilitas dalam 

berbagai program pembangunan. Pendataan harus dimulai dari 

tingkat terendah yaitu desa/kelurahan, diverifikasi dan diper-

baharui secara berkala jika ada perpindahan penyandang disabilitas 

yang masuk atau keluar ke daerah lain dapat segera diketahui di 

masing-masing wilayah desa/kelurahan.

AFIFA UTAMA
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Namun, ada hal penting yang harus disadari. Menurut Fajri 

Nursyamsi, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan 

Kebijakan Indonesia (PSHK), menjelaskan bahwa aspek yang 

dipandang dalam DTKS merujuk pada tingkat ekonomi seseorang, 

yang seharusnya kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya 

pada tingkatan ekonomi saja, tetapi juga memandang dari segi 

aksesibilitasnya. Sejalan dengan itu, tidak semua penyandang 

disabilitas berada pada garis kemiskinan, dan juga harus memahami 

apa yang dibutuhkan dari seorang penyandang disabilitas 

berdasarkan apa yang menjadi hambatannya.

SIDisa (Sistim Informasi Pendataan Disabilitas di Kelurahan) 

merupakan sebuah program yang dirancang oleh Perkumpulan 

Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang, yang didanai 

oleh Pemerintah Australia melalui program Alumni Grant Scheme 

(AGS) tahun 2022. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dirancang 

khusus dalam mendata penyandang disabilitas yang ada di Kota 

Padang, tidak hanya data by name by adress, tetapi juga ragam 

disabilitas, hambatan, lingkungan, partisipasi penyandang 

disabilitas sesuai dengan tingkat kesulitan yang dimilikinya, dengan 

mengadopsi metode Washington Group Question (WG). Aplikasi ini 

akan sangat membantu dalam kegiatan pemerintah dan sosial 

kemasyarakatan karena akan disebar di kelurahan-kelurahan yang 

ada di Kota Padang, yang bisa digunakan baik melalui komputer 

ataupun android/ios. Hal ini juga memudahkan para penyandang 

disabilitas dan surveyor dalam pengisian data karena didukung oleh 

fitur-fitur sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami.  
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Sebagai tambahan, buku panduan juga disusun oleh PPDI Kota 

Padang. Buku ini merupakan serangkaian informasi yang dihimpun 

tentang tata cara pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas 

yang ada di Kota Padang, pelatihan tim pendata di lapangan, 

beserta informasi terkait lainnya. Semoga dengan adanya aplikasi 

dan buku panduan ini akan memberikan manfaat dan kontribusi 

yang sangat berharga untuk perbaikan pendataan disabilitas dan 

meningkatkan pembangunan inklusif demi kesejahteraan yang adil 

dan merata bagi penyandang disabilitas. 

B. Konsep Disabilitas dan Strategi Pengumpulan Data 

       

Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang sangat 

beragam dan heterogen. Istilah penyandang disabilitas pun sangat 

beragam di Indonesia, peristilahan yang merujuk kepada 

masyarakat atau warga yang memiliki perbedaan kondisi fisik, 

sensorik, intelektual dan mental yaitu 'penyandang disabilitas' atau 

masyarakat 'difabel.' Peristilahan penyandang disabilitas 

merupakan perbaikan dari istilah lama yang dianggap keliru yaitu 

'penyandang cacat' dan terkadang disebut 'penderita cacat'. Hal ini 

karena berbagai peristilahan derogatif bagi penyandang disabilitas 

dianggap sebagai hal negatif dan berefek buruk bagi kehidupan 

sosial, maka label tersebut berikut ungkapan stereotip yang 

mengikutinya direvisi. Hingga saat ini sudah banyak istilah-istilah 

baru yang dianggap lebih menghargai martabat masyarakat atau 

warga penyandang disabilitas.

Konsep Disabilitas 
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Berdasarkan International Classification of Impairments, 

Disabilities, and Handicaps,  penyandang disabilitas didefinisikan 

kelompok yang berisiko lebih besar daripada populasi umum 

mengalami hambatan/keterbatasan dalam melakukan tugas-tugas 

tertentu atau berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. 

Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam fungsi 

mobilitas dasar seperti berjalan, pendengaran dan penglihatan, dan 

mungkin tidak selalu dapat melakukan tugas-tugas seperti mandi, 

berpakaian, dll, dan keterbatasan tersebut dapat diminimalisir 

dengan penggunaan alat bantu dan lingkungan yang mendukung 

(UNECE, 2020).

Secara spesifik, model disabilitas dari International Classification 

of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH; WHO, 1980) 

mengemukakan bahwa disabilitas dapat dibedakan dalam 

beberapa bagian, yaitu adanya 1) Impairment pada organ atau body 

dimension; 2) Disability yaitu terganggunya fungsi untuk aktivitas-

individual dimension; dan 3) Handicap dalam lingkungan-social 

dimension. Konsep disabilitas yang dikemukakan oleh ICIDH ini 

memiliki cakupan dimensi yang lebih luas dengan memandang tidak 

hanya pada diri individu saja, melainkan juga adanya faktor handicap 

dari lingkungan sebagai dimensi sosialnya.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or 

inability to perform an activity in the manner or within the range 

considered normal for a human being, mostly resulting from 

impairment” (Barbotte et al, 2011). Definisi tersebut menyatakan 

dengan jelas bahwa disabilitas merupakan keterbatasan atau 

AFIFA UTAMA
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ketidakmampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan cara dan 

dalam rentang waktu yang dianggap normal bagi manusia, 

sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Selain pengertian 

secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang 

berbasis pada model sosial sebagai berikut 1) Impairment 

(kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau 

ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu, 

misalnya kelumpuhan di  bagian bawah tubuh disertai 

ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki; 2) 

Disability/handicap adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas 

tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau 

sama sekali  t idak memperhitungkan orang-orang yang 

menyandang hambatan/gangguan tertentu dan karenanya 

memarginalkan orang-orang tersebut dari arus aktivitas sosial 

(Peter, 2007).

Pengertian lain menurut The International Classification of 

Functioning (ICF) yaitu “Disability as the outcome of the interaction 

between a person with impairment and the environmental and 

attitudinal barriers s/he may face” (UNESCO, 2009). Pengertian ini 

lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi 

antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan 

hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pandangan atau model medik melihat kondisi impairment 

atau kondisi tubuh seseorang sebagai konsekuensi penyimpangan 

atau kerusakan fungsi tubuh normalnya, bukan dan tidak sama 
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9Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

sekali mempertimbangkan aspek sosial misalnya konsekuensi 

medik penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialnya. 

Perspektif medik menekankan bahwa disabilitas terkait dengan 

fungsi biologis atau fisiologis dalam diri seseorang (Silvers, 1998). 

Berdasarkan cara pandang itu, perspektif medis mengklasifikasikan 

disabilitas sepenuhnya terkait dengan tubuh individunya misal 

blind, deaf, cerebral palsy, spinal cord injury, polio, skizoprenia, 

autism dst.  Aspek stigma sosial  seseorang yang dicap 

miring/stereotip sebagai sakit, tidak normal, berkebutuhan khusus, 

penderita, dll dapat ditimbulkan oleh perspektif ini.

Pandangan disabilitas dalam perspektif medik bertujuan untuk 

menemukan solusi dari permasalahan disfungsi tubuh, mental 

maupun intelektualitas penyandang disabilitas yang dalam hal ini 

ditempatkan sebagai pasien atau klien. Tujuannya adalah untuk 

menentukan, merekomendasikan obat medis dan menemukan 

atau memodifikasi teknologi kesehatan demi penyembuhan 

sakitnya yang dirasakan oleh penyandang disabilitas (Switzer, 

2003). Perspektif medis menyusun terminologi dan klasifikasi 

disabilitas serta dampak kedisabilitasannya dalam aktivitas sehari-

hari. Contoh instrumen yang dipakai dan terus menerus 

disempurnakan oleh akademisi/praktisi medik adalah International 

Classification of Diseases (ICD).

IOM pada tahun 1997 dan WHO pada tahun 2001 memunculkan 

domain baru dalam upaya memahami 'kondisi kesehatan' manusia, 

yakni domain faktor lingkungan dan faktor personal. Sebelumnya 

disebut impairment berubah menjadi struktur dan fungsi tubuh 
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(level 1 organ), (level 2 person) sebelumnya disebut keterbatasan 

fungsional menjadi kemampuan aktivitas. Sedangkan yang 

dimaksud disabilitas atau handicap dipahami sebagai kemampuan 

partisipasi dengan bentuk aktivitas di wilayah publik/sosial. Konsep 

ini dinamakan Internasional Classification of Functioning for Disability 

and Health (ICF).

Kemudian Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas muncul di 

tahun 2006 dan diratifikasi oleh mayoritas anggota PBB termasuk 

Indonesia yang dilandasi oleh model sosial dan HAM disabilitas. 

Disabilitas menurut model sosial adalah hasil atau akibat dari 

lingkungan dan masyarakat yang tidak dapat mengakomodir  

perbedaan karakteristik fisik atau mental seseorang yang 

mempengaruhi fungsi diri dari penyandang disabilitas itu sendiri 

dalam suatu lingkungan (Silvers, 2000). Pemungsian yang dimaksud 

adalah misalnya seseorang dengan disabilitas sensorik penglihatan 

namun tidak berarti dia sakit dan tidak dapat berpartisipasi. 

Seorang penyandang disabilitas sensorik penglihatan akan tetap 

dapat memfungsikan kapasitasnya dengan dukungan fasilitas atau 

alat berkomunikasi, seperti dengan laptop bersuara yang memiliki 

program JAWS (screen reader).

Perspektif sosial mencermati disabilitas sebagai efek dari 

lingkungan eksternal yang tidak mengakomodasi bentuk dan 

kondisi tubuh tertentu sedangkan penyandang disabilitas lebih 

butuh kemajuan dalam aspek keadilan sosial bukan sekadar 

kemajuan ilmu kedokteran (Siebers, 2001). Keyakinan serta fungsi 

sosial yang kemudian mengenyampingkan dan melemahkan peran 
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penyandang disabilitas dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup 

sepenuhnya. Pendekatan sosial ini berkembang pesat dan 

menonjol, atau setidaknya paling sering dibahas dalam 

perbincangan soal klasifikasi sosial disabilitas khususnya oleh 

aktivis gerakan sosial/gerakan disabilitas. Perspektif ini 

memandang disabilitas sebagai ciptaan langsung dari eksklusi atau 

pengabaian sosial melalui tindakan pelabelan, stereotifikasi, 

pemisahan dan diskriminasi baik melalui sarana hukum, kebijakan, 

maupun standar atau norma sosial.

Perspektif hak asasi manusia yang mendasari CRPD memberi 

pengakuan akan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di seluruh 

sektor penghidupan. Oleh karenanya, CRPD yang menjamin hak-

hak asasi penyandang disabilitas juga dipandang sebagai salah satu 

instrumen hak asasi manusia paling inovatif dan ekstensif (United 

Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
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Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan UU 

8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas 

termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika 

berhadapan dengan berbagai  hambatan,  hal  ini  dapat 

mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam 

masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. 

Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang 

disabilitas.

Berdasar pengertian-pengertian di atas, penyandang disabilitas 

harus diakui sebagai bagian integral Bangsa Indonesia, yang tidak 

terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang 

disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang 

sama sebagai warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas 

merupakan asset negara dan sumber daya manusia yang 

berpotensi. Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat 

dikembangkan sesuai dengan talenta yang ada. 

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban 

yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari 

warga negara Indoesia,  penyandang disabil itas berhak 

mendapatkan dukungan lebih sebagai bentuk kesetaraan, yang 

dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan 

terhadap berbagai t indakan diskriminasi  dan terutama 

perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. 

Dukungan lebih tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi 
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penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi 

penyandang disabilitas.

Strategi Pengumpulan Data Disabilitas

Metode yang umum dalam mengidentifikasi penyandang 

disabilitas melalui sensus dan survei adalah dengan mengajukan 

pertanyaan ya/tidak seperti contoh berikut ini: Apakah Anda 

memiliki disabilitas? Data dari sensus dan survei yang menggunakan 

pertanyaan ya/tidak seperti di atas akan menghasilkan tingkat 

prevalensi data disabilitas yang sangat rendah. 

Hal ini karena istilah 'disabilitas' sering distigmatisasi dan orang 

tidak ingin mengidentifikasi diri mereka sendiri atau orang lain 

dalam rumah tangga mereka sebagai penyandang disabilitas. 

Orang sering berpikir disabilitas hanya mengacu pada keterbatasan 

yang kompleks, oleh karena itu mereka yang memiliki keterbatasan 

fungsional ringan atau sedang akan sering merespons secara 

negatif. Sebagian orang beranggapan bahwa disabilitas 

berhubungan dengan usia, oleh karena itu orang tua mungkin tidak 

melaporkannya sebab percaya bahwa itu adalah hasil alami dari 

proses penuaan.

Diagnosis seperti epilepsy, Kusta, kelumpuhan, dan cerebral palsy 

dapat menyebabkan kesalahan dalam melaporkan atau 

mendeteksi kedisabilitasan karena datanya tidak lengkap dan 

pendekatan ini bias karena epilepsy, kusta, kelumpuhan, dan 

cerebral palsy memiliki akses yang lebih baik dalam dunia 

pendidikan, dan kesehatan. Selain itu,  diagnosis t idak 
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mengungkapkan tentang kemampuan seseorang, misalnya berapa 

orang dengan cerebral palsy saat berbicara sedikit terganggu atau 

tanpa masalah, sementara yang lain tidak dapat berbicara sama 

sekali. Pendekatan yang direkomendasikan untuk mengidentifikasi 

penyandang disabilitas dalam instrumen data kuantitatif adalah 

dengan fokus pada tingkat kesulitan yang dimiliki penyandang 

disabilitas dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti berjalan 

atau menaiki tangga atau berkomunikasi.

Teknik pengumpulan data penyandang disabilitas yang 

memungkinkan diperoleh data detail butuh waktu yang relatif lama 

namun perlu dilakukan dengan tujuan adanya data komprehensif 

mengenai penyandang disabilitas di Kota Padang. Instrumen 

pengumpulan data disabilitas tersebut diharapkan bisa bermanfaat 

untuk perencanaan pembangunan dari tingkat yang paling bawah 

(Kelurahan), dan disabilitas bisa menjadi proses bagian terpenting 

dari pembangunan. Secara umum, dan tidak spesifik Disabilitas, ada 

empat teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017).

a. Observasi 

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak 

pada objek yaitu penyandang disabilitas sendiri. Observasi ini 

tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah 

dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika 

survei, misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok 

masyarakat. Dengan teknik observasi, biasanya surveyor harus 
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terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat 

ukur yang tepat untuk digunakan.

b. Kuesioner

Teknik yang kedua adalah kuesioner yang artinya teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan 

sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan. Meski 

terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah 

respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih  

teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu:

1) Isi dan tujuan pertanyaannya ditujukan untuk mengukur 

mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan dalam 

pilihan jawaban.

2) Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan 

responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa 

yang penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang 

tidak dimengerti responden.

3) Tipe dan bentuk pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup. 

Terbuka artinya jawaban yang diberikan bebas, dan tertutup 

artinya responden hanya boleh memilih jawaban yang 

sudah disediakan.AFIFA UTAMA
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c. Interview 

Teknik interview atau wawancara ini dilakukan secara tatap 

muka melalui tanya jawab antara surveyor atau pengumpul 

data dengan responden atau narasumber atau sumber data. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya 

dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak 

mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar.

d. Dokumen 

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang 

mana surveyor mengambil sumber atau objek dari dokumen 

atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. 

Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, 

peraturan, dan lain sebagainya.

Semua teknik pengumpulan data secara umum tersebut 

tentunya tidak semua sesuai untuk pendataan disabilitas di 

kelurahan. Kuesioner dan interview biasanya akan lebih 

memungkinkan untuk digunakan. Survei dapat dilakukan dengan 

cara sensus atau snowball (lihat BAB III). Namun, sebelum 

melakukan proses pendataan baik secara sensus maupun snowball, 

harus dipahami dengan baik pentingnya mengadopsi pertanyaan 

identifikasi disabilitas berdasarkan pada Pertanyaan Washington 

Group. Bab selanjutnya akan menjelaskan secara komprehensif 

pengumpulan data disabilitas dengan metode Washington Group.
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Ada banyak informasi penting yang bisa diperoleh dari 

pengumpulan data penyandang disabilitas. Di tingkat nasional dan 

internasional, hasil pengumpulan sangat penting untuk memban-

dingkan dan memantau dampak kebijakan bagi penyandang 

disabilitas dan implementasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas (CRPD). Bisa dibilang, metodologi yang 

digunakan dalam pengumpulan data perlu diterapkan secara 

konsisten dan diuji secara lintas budaya untuk menghasilkan 

perbandingan internasional yang terstandarisasi. Dengan 

demikian, metodologi tersebut bergantung pada definisi disabilitas 

yang selaras dan cocok untuk membangun pertanyaan yang 

dirancang dengan baik untuk survei dan sensus (UNDP, 2016). 

Sejak di-launching pada tahun 2001, Washington Group on 

Disability Statistics (WG), yang dibentuk di bawah naungan Komisi 

Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC), telah mengem-

bangkan, menguji,   dan menerapkan metodologi untuk 

pengumpulan dan analisis data tentang disabilitas. Tiga instrumen 

yang digunakan oleh WG–Washington Group Short Set on 

Functioning (WG-SS), Washington Group Extended Set on 

Functioning (WG-ES), dan Module on Child Functioning yang 

dikembangkan bersama dengan United Nations Children's Fund 

(UNICEF) – menyediakan mekanisme tervalidasi yang meng-

gunakan instrumen data kuantitatif untuk mengidentifikasi 

penyandang disabilitas. Data yang dikumpulkan dari survei rumah 

tangga nasional dan sensus penduduk dengan menggunakan 
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instrumen tersebut yang sesuai dengan pedoman WG akan 

memberikan data yang sebanding secara internasional tentang 

prevalensi disabilitas. Selanjutnya, indikator hasil, seperti 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituangkan dalam 

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dapat 

dipilah/didisagregasi untuk menentukan persentase penyandang 

disabilitas yang berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Weeks et 

al, 2021).

A. Data Disabilitas untuk Kebijakan 

Kurangnya data yang andal dan statistik yang sebanding 

merupakan hambatan penting dalam mengarusutamakan 

disabilitas ke dalam program pembangunan inklusif disabilitas. 

Oleh karena itu, perbaikan dalam pengumpulan, analisis, dan 

ketersediaan statistik disabilitas sangat penting dalam mempro-

mosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan menghasilkan 

keputusan serta proses pemantauan yang efektif. 

Tujuan dari CRPD adalah untuk mempromosikan partisipasi 

yang setara dari penyandang disabilitas dalam semua aspek 

kehidupan dengan menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh 

orang-orang dengan hambatan fungsional. Untuk mencapai tujuan 

ini, pemahaman yang lebih dalam tentang ruang lingkup 

kedisabilitasan di suatu negara dan bagaimana disabilitas 

terdistribusi ke seluruh populasi diperlukan untuk menghitung 

perbedaan tingkat kedisabilitasan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

etnis, wilayah tempat tinggal atau karakteristik lainnya (UNDP, 

2016).
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Pentingnya data untuk desain, implementasi, pemantauan, dan 

evaluasi kebijakan yang lebih inklusif penyandang disabilitas 

ditegaskan dalam pasal 31 CRPD dan dalam Agenda Pembangunan 

2030 untuk disagregasi indikator berdasarkan status disabilitas. 

Menghitung prevalensi disabilitas di berbagai wilayah geografis 

suatu negara-menggunakan definisi terpadu tentang disabilitas dan 

alat pengumpulan standar dan perhitungan indikator dapat 

mengungkapkan apakah tingkat prevalensi lebih tinggi di beberapa 

daerah dibanding yang lain, dan dapat ditargetkan misalnya untuk 

prioritas alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang 

aksesibel dan ramah disabilitas (UNDP, 2016). 

Beberapa contoh lainnya, perencana di Dinas Kesehatan 

mungkin ingin menentukan jumlah penyandang disabilitas yang 

tidak memiliki akses ke peralatan atau alat bantu khusus yang 

diperlukan. Namun, peralatan atau alat bantu khusus harus 

didefinisikan, populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan 

perlu diidentifikasi, dan menentukan siapa dalam populasi tersebut 

yang tidak memiliki akses ke peralatan atau alat bantu yang 

diperlukan sesuai kebutuhan. Perencana di Dinas Pendidikan 

mungkin ingin menentukan persentase anak-anak penyandang 

disabilitas usia sekolah yang bersekolah. Namun, informasi lebih 

lanjut akan diperlukan mengenai jumlah total anak-anak dengan 

dan tanpa disabilitas, baik yang sedang maupun tidak bersekolah. 

Dengan demikian, dapat dibuat perkiraan untuk membandingkan 

tingkat atau persentase akses pendidikan anak-anak dengan dan 

tanpa disabilitas. 
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Contoh lainnya, perencana di Dinas Tenaga Kerja mungkin ingin 

menentukan berapa persentase orang dewasa penyandang 

disabi l i tas  yang akt i f  secara ekonomi dan bagaimana 

perbandingannya dengan persentase orang dewasa non-

disabilitas. Demikian pula, perencana di Dinas Sosial mungkin ingin 

menentukan jumlah penyandang disabilitas yang butuh akses ke 

program perlindungan sosial dan butuh rawatan penuh waktu dari 

anggota keluarga atau orang lain, karena sangat penting untuk 

memahami dampak ekonomi kedisabilitasan secara komprehensif. 

Namun, semua hal tersebut tidak dapat ditentukan tanpa informasi 

yang sistematis tentang jumlah penyandang disabilitas di 

masyarakat dan sejauh mana ketergantungan mereka pada orang 

lain untuk perawatan.

B. Mengapa penting untuk mengidentifikasi populasi  

     penyandang disabilitas?   

Kedisabilitasan dihasilkan dari interaksi antara seseorang 

dengan keterbatasan fungsional dan hambatan di lingkungan 

mereka. Hasilnya adalah ketidakmampuan untuk berpartisipasi 

penuh dalam masyarakat. Populasi penyandang disabilitas 

bervariasi dengan berbagai jenis dan tingkat kedisabilitasan dan 

dengan kebutuhan yang berbeda. Tetapi satu hal yang dibutuhkan 

semua penyandang disabilitas adalah lingkungan tanpa hambatan. 

Lingkungan tanpa hambatan memungkinkan semua orang untuk 

berpartisipasi secara setara dengan orang lain. Karena dampak 

disabilitas yang cukup luas terhadap semua aspek kehidupan, 
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diperlukan berbagai langkah untuk menghilangkan diskriminasi dan 

eksklusi (Weeks et al, 2021). 

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, CRPD, 

diberlakukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak 

penyandang disabilitas. Selain itu, Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) menyerukan kepada negara-negara pihak 

untuk tidak meninggalkan siapa pun dan mengambil langkah-

langkah maju guna menghilangkan ketidaksetaraan dan menuju 

inklusi penuh penyandang disabilitas. Ada dua alasan mengapa kita 

perlu mengidentifikasi penyandang disabilitas. Yang pertama 

adalah mengetahui proporsi penduduk penyandang disabilitas 

sehingga kita memahami ruang lingkup potensi kebutuhan 

kebijakan dan dampaknya. 

Penting juga untuk mengetahui tingkat kedisabilitasan untuk 

orang-orang dari berbagai usia, jenis kelamin, wilayah, etnis, dan 

karakteristik lainnya. Alasan lainnya adalah untuk mengetahui 

tingkat diskriminasi/marjinalisasi/eksklusi yang dihadapi oleh 

penyandang disabilitas. Untuk itu, kita harus memahami bagaimana 

situasi penyandang disabilitas berbeda dengan mereka yang tidak 

memiliki disabilitas di masyarakat. Misalnya, jika anak-anak 

penyandang disabilitas memiliki angka partisipasi sekolah yang 

lebih rendah daripada mereka yang tidak memiliki disabilitas, itu 

adalah bukti eksklusi.

Informasi tentang penyandang disabilitas ini juga memung-

kinkan kita untuk mengetahui apakah suatu negara membuat 

kemajuan yang diharapkan dengan inklusi disabilitas serta 
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implementas i  CRPD dan pencapaian SD GS.  K ita  per lu 

mengumpulkan data yang mengidentifikasi penyandang disabilitas 

dan membandingkan hasilnya di berbagai bidang seperti 

kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan dengan orang-

orang tanpa disabilitas, guna mengidentifikasi kesenjangan antara 

keduanya. Ini disebut disagregasi data (UNDP, 2016). 

Jika kita hanya melihat bagaimana masyarakat secara 

keseluruhan dalam hal pencapaian tujuan pembangunan global 

seperti SDGS, maka beberapa kelompok masyarakat seperti 

kelompok penyandang disabilitas dipastikan akan tertinggal. 

Disagregasi akan menggambarkan perbedaan-perbedaan ini dan 

memberi tahu pembuat kebijakan di mana investasi diperlukan. 

Namun, mengidentifikasi penyandang disabilitas bisa jadi pekerjaan 

yang menantang. Di banyak negara, jumlah resmi penyandang 

disabilitas biasanya jauh lebih rendah dibanding jumlah sebenarnya 

dari orang-orang yang memiliki kesulitan fungsional sehingga 

mereka tidak terdata. Hal ini disebabkan oleh banyak hal terutama 

bagaimana orang ditanya tentang disabilitas. Jika ditanya, 'apakah 

Anda memiliki disabilitas?,' banyak orang akan menjawab tidak. 

Kadang-kadang ini terjadi karena stigma terhadap penyandang 

disabilitas atau pemahamanyang berbeda tentang apa itu 

disabilitas, atau hanya karena orang tidak menganggap diri mereka 

memiliki disabilitas, meskipun mereka mengalami kesulitan dalam 

melakukan sesuatu.  

Ketika ditanya, 'apakah Anda memiliki kondisi medis?,' ini juga 

tidak pas karena orang yang tidak memiliki akses ke layanan 
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kesehatan mungkin tidak dapat menyebutkan kondisi mereka. 

Selain itu, dua orang dengan kondisi medis yang sama bisa saja 

memiliki kemampuan fungsional sangat berbeda. Jadi untuk 

mengidentifikasi penyandang disabilitas dengan lebih baik, kita 

harus fokus pada kesulitan dalam melakukan kegiatan dasar seperti 

melihat, mendengar, mengingat, dan berjalan. Selain itu, penting 

untuk dipahami bahwa fungsi manusia ada di sepanjang kontinum 

dan pada berbagai tingkatan, tidak hanya soal ada atau tidaknya 

suatu fungsi. 

Jika kita berjalan, misalnya, ada orang yang dapat berjalan 

dengan baik tanpa alat bantu. Sebagian orang butuh tongkat untuk 

berjalan jarak jauh, yang lain mungkin menggunakan alat bantu 

Walker sepanjang waktu, dan ada orang yang tidak bisa berjalan 

sama sekali. Untuk menjawab kebutuhan akan data yang lebih baik 

tentang disabilitas dan untuk memantau apakah penyandang 

disabilitas berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dikembangkan 

sebuah metodologi untuk mengumpulkan data dengan cakupan 

lebih luas dan dapat digunakan dimana saja. 

Metodologi ini disebut pendekatan fungsional, di mana alih-alih 

bertanya apakah Anda memiliki disabilitas, pertanyaannya adalah 

'apakah Anda mengalami kesulitan melakukan berbagai kegiatan?' 

Pendekatan ini berfokus pada tingkat kesulitan yang dialami 

seseorang ketika melakukan kegiatan dasar. Tujuan dari 

pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi orang-orang dengan 

kesulitan/hambatan fungsional, karena kelompok ini adalah yang 

berisiko terhambat berpartisipasi. Mengikuti pendekatan 
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fungsional, Washington Group merumuskan serangkaian enam 

pertanyaan tentang enam kegiatan dasar. Melihat, mendengar, 

berjalan, rawat diri, kognisi, dan komunikasi. 

C. Pendekatan WG untuk mengidentifikasi penyandang   

     disabilitas.   

WG telah mengembangkan, menguji, dan menerapkan 

metodologi untuk pengumpulan dan analisis data disabilitas. Selain 

itu, telah menyelidiki cara-cara terbaik untuk mengidentifikasi 

penyandang disabilitas dengan sebaik-baiknya. Untuk melaporkan 

dan menghasilkan tujuan data yang sebanding secara internasional, 

pendekatan WG-SS mengidentifikasi orang-orang sebagai 

penyandang disabilitas jika mereka mengalami kesulitan dalam 

melakukan setidaknya satu aktivitas dasar dalam domain 

fungsional inti: melihat, mendengar, mobilitas (berjalan atau 

menaiki anak tangga), kognisi (mengingat atau berkonsentrasi), 

komunikasi, dan perawatan diri (mandi atau berpakaian) (Weeks et 

al, 2021). 

Alasan di balik pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi 

orang-orang dengan kesulitan signifikan dalam kegiatan dasar yang 

timbul dari kondisi impairment yang dialami dan lingkungan yang 

tidak akomodatif sehingga menempatkan mereka pada risiko 

hambatan partisipasi. Sifat kondisi impairment tersebut tidak 

penting untuk mengidentifikasi seseorang dengan disabilitas. 

Misalnya, mereka mungkin tidak dapat berjalan karena lumpuh, 

kehilangan kaki, memiliki kondisi jantung yang serius, sangat lemah, 
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memil ik i  masalah tel inga tengah yang mempengaruhi 

keseimbangan atau alasan lain. Yang penting adalah bahwa mereka 

memiliki kesulitan yang – dalam lingkungan yang tidak akomodatif – 

akan menghambat mereka berpartisipasi dalam masyarakat secara 

setara dengan orang-orang non-disabilitas, dalam hal pendidikan, 

pekerjaan, membangun keluarga atau berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan masyarakat. 

Meskipun CRPD membahas hak-hak penyandang disabilitas 

secara luas, keterbatasan fungsional ada di sepanjang kontinum. 

Sebagai contoh, dalam kemampuan berjalan, beberapa orang 

mungkin tidak mengalami kesulitan, beberapa memiliki sedikit 

kesulitan, beberapa sedikit lebih banyak kesulitannya, beberapa 

cukup banyak, dan beberapa tidak dapat berjalan sama sekali. 

Mengingat bahwa fungsi (dan kedisabilitasan) bersifat terus 

menerus, tantangan analitiknya adalah bagaimana mengiden-

tifikasi kelompok dengan dan tanpa disabilitas. Memang WG dapat 

memisahkan antara orang-orang dengan dan tanpa disabilitas, 

namun pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat digunakan 

untuk menempatkan orang di sepanjang kontinum untuk analisis 

yang lebih luas. Dengan demikian, pertanyaan WG dirancang untuk 

memiliki pendekatan standar yang transparan untuk membuat 

perkiraan yang sebanding di seluruh negara dan kapan saja (Weeks 

et al, 2021). AFIFA UTAMA
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Sejarah Washington Group

Washington Group on Disability Statistics dibentuk pada tahun 

2001 sebagai kelompok kota Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-

Bangsa dengan tujuan utama memberikan informasi dasar dan 

penting tentang disabilitas yang sebanding di tingkat internasional. 

Keanggotaan WG terdiri dari perwakilan dari kantor statistik 

nasional, dan termasuk partisipasi lembaga Perserikatan Bangsa-

Bangsa, organisasi penyandang disabilitas, organisasi non-

pemerintah dan lembaga pembangunan. Tujuan utama WG adalah 

promosi dan koordinasi kerja sama internasional dalam statistik 

kesehatan yang berfokus pada pengukuran disabilitas yang cocok 

untuk sensus dan survei nasional. WG  yang telah mengembangkan 

dan menguji beberapa instrumen yang akan digunakan untuk 

pengumpulan statistik disabilitas yang sebanding secara 

internasional bertemu setiap tahun dengan perwakilan dari biro 

statistik nasional, biro statistik internasional, organisasi non-

pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Selama 21 tahun 

terakhir, lebih dari 135 negara telah memiliki perwakilan dalam WG. 

Prioritas pertama WG adalah mengembangkan serangkaian 

pertanyaan singkat yang cocok untuk sensus atau survei. Tujuan 

dari instrument Washington Group Short Set on Functioning (WG-

SS) adalah memisahkan populasi berdasarkan status disabilitas 

untuk memastikan apakah penyandang disabilitas berpartisipasi 

secara setara dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Sejauh ini, 

lebih dari 78 negara telah menerapkan WG-SS dalam sensus atau 

survei. 
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WG-SS direkomendasikan oleh Divisi Statistik Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNSD) dan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk Dewan Ahli Statistik Eropa sebagai metode untuk 

mengumpulkan informasi tentang disabilitas dalam putaran sensus 

populasi 2020. Selain itu, WG-SS telah didukung oleh kelompok ahli 

data disabilitas di bawah naungan Departemen Urusan Ekonomi 

dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA) sebagai sarana 

untuk disagregasi SDGs berdasarkan status disabilitas, dan juga 

oleh beberapa lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan 

pembangunan, organisasi non-pemerintah, dan organisasi 

penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan informasi lebih luas 

tentang disabilitas, serangkaian pertanyaan yang lebih luas tentang 

hambatan fungsional dikembangkan untuk digunakan dalam survei 

dan disebut Washington Group Extended Set on Functioning (WG-

ES). Selain itu, melalui kerja sama dengan UNICEF, juga 

dikembangkan Modul tentang Hambatan Fungsional Anak. WG 

sedang terus diperluas untuk isu-isu seperti kesehatan mental, 

lingkungan dan partisipasi, pendidikan inklusif dan pekerjaan.

Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS)

WG-SS menanyakan apakah orang mengalami kesulitan 

melakukan kegiatan dasar dikarenakan masalah kesehatan dalam 

enam domain fungsional inti: melihat, mendengar, mobilitas 

(berjalan atau menaiki anak tangga), kognisi (mengingat atau 

berkonsentrasi), rawat diri, dan komunikasi. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dirancang untuk mengidentifikasi mereka 
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yang berisiko lebih besar daripada populasi umum untuk 

mengalami hambatan partisipasi. 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) menyediakan klasifikasi terperinci tentang domain 

kesehatan dan aspek terkait kesehatan lainnya. Namun, untuk 

tujuan identifikasi disabilitas baik dalam sensus maupun survei 

rumah tangga standar, perlu difokuskan pada beberapa domain inti 

terpenting yang dapat ditangkap dengan satu pertanyaan. WG  

mengembangkan serangkaian pertanyaan seperti itu yang disebut 

The WG Short Set on Functioning:

Kumpulan pertanyaan berikut menanyakan tentang kesulitan yang 

mungkin dialami orang dalam melakukan kegiatan tertentu 

dikarenakan masalah kesehatan:  

1. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan penglihatan 

meskipun memakai kacamata?

2. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan pendengaran 

meskipun memakai alat bantu dengar? 

3. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan berjalan/naik 

tangga?

4. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan dalam hal 

mengingat atau berkonsentrasi?

5. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan untuk 

mengurus diri sendiri (seperti mandi, makan, berpakaian, 

buang air besar, buang air kecil)? 
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6. Apakah Anda mengalami kesulitan/gangguan berbicara 

dan/atau memahami dan berkomunikasi dengan orang lain? 

© Julie Smith 

Kategori respons untuk semua pertanyaan:

1. Tidak mengalami kesulitan  

2. Sedikit kesulitan 

3. Banyak kesulitan

4. Tidak bisa melakukan sama sekali

Enam domain fungsional: melihat, mendengar, mobilitas (berjalan 

atau menaiki anak tangga), kognisi (mengingat atau berkon-

sentrasi), rawat diri, dan komunikasi yang dicakup WG-SS 

didasarkan pada dua kriteria: Pertama, mencakup sebagian besar 

keterbatasan fungsional yang mungkin dimiliki orang; kedua, 

merupakan domain fungsional yang dapat ditangkap dengan satu 

pertanyaan secara memadai.
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Diambil dari: 
https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action

Definisi domain:

'Melihat' mengacu pada individu yang menggunakan mata 

dalam hal kemampuan visual untuk memahami atau mengamati 

apa yang terjadi di sekitar mereka.

'Pendengaran' mengacu pada individu yang menggunakan 

telinga dalam hal kapasitas pendengaran (atau mendengar) dalam 

mengetahui apa yang dikatakan kepada mereka atau suara-suara 

aktivitas, termasuk tanda bahaya, di lingkungan terdekat mereka. 

Selain itu, kesulitan dalam melihat atau mendengar dapat 

diakibatkan oleh masalah struktural atau fungsional pada mata atau 

telinga, namun juga dapat disebabkan oleh masalah pada sistem 

tubuh lain seperti di otak.

'Mobilitas (berjalan atau menaiki tangga)' mengacu pada 

individu yang menggunakan kaki mereka untuk berpindah dari titik AFIFA UTAMA
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A ke titik B. Kapasitas untuk berjalan harus tanpa bantuan orang 

atau alat apa pun. Jika diperlukan bantuan, maka orang tersebut 

mengalami kesulitan berjalan.

Selain itu, kesulitan dalam mobilitas dapat muncul dari 

gangguan yang luas, antara lain seperti kelumpuhan, cerebral palsy, 

amputasi, masalah telinga tengah, dan kesulitan kardio-paru yang 

signifikan. Tidak penting jenis gangguan mana yan menyebabkan 

kesulitan dalam salah satu domain inti. WG-SS hanya fokus pada 

hambatan aktivitas, bukan pada kondisi atau gangguan yang terkait 

dengan domain fungsional mana pun. 

'Kognisi (mengingat atau berkonsentrasi)' mengacu pada 

individu yang menggunakan kapasitas memori mereka untuk 

mengingat fakta, peristiwa, pengalaman, atau apa yang telah 

terjadi di lingkungan terdekat mereka. Individu dapat mengingat 

atau berpikir lagi tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu 

(baik baru-baru ini atau jauh sebelumnya). Pada anak atau remaja, 

mengingat sering dikaitkan dengan menyimpan fakta yang 

dipelajari di sekolah dan mampu mengambilnya saat dibutuhkan. 

Selain itu, 'berkonsentrasi' mengacu pada individu yang 

menggunakan kemampuan mental mereka untuk menyelesaikan 

tugas-tugas seperti membaca, menghitung atau mempelajari 

sesuatu yang baru, dan berfokus pada tugas yang ada untuk 

menyelesaikannya. Berkonsentrasi adalah tindakan mengarahkan 

perhatian penuh seseorang pada satu subjek atau berfokus tanpa 

gangguan pada satu hal.
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Hasil pengujian dari berbagai bentuk pertanyaan kognisi 

mengungkapkan pentingnya bertanya tentang mengingat dan 

berkonsentrasi dalam pertanyaan yang sama. Ini menunjukkan 

kepada responden bahwa maksud dari pertanyaan itu adalah untuk 

fokus pada kesulitan yang signifikan, dan bukan pada masalah 

umum sehari-hari seperti lupa menaruh kunci di mana atau 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap membosankan atau 

tidak menyenangkan.

'Rawat diri' mengacu pada kegiatan membersihkan sendiri 

seluruh tubuh (biasanya dengan sabun dan air) atau mandi. 

Kegiatan ini termasuk mencuci rambut dan kaki, bersisir, dan 

mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk mandi, 

seperti sabun atau sampo, waslap atau air. 

'Rawat diri' juga mengacu pada 'berpakaian' dan mewakili 

semua kegiatan menempatkan pakaian atau baju di tubuh bagian 

atas dan bawah, termasuk alas kaki. Mengambil pakaian dari 

tempat penyimpanan (yaitu lemari, meja rias), memasang kancing, 

mengikat simpul, dan ritsleting, antara lain, harus dianggap sebagai 

bagian dari aktivitas berpakaian.

Selain itu, 'Rawat diri' berbeda dari domain fungsional lainnya di 

WG-SS, karena dianggap sebagai bentuk partisipasi yang paling 

sederhana. Anggota WG merasa penting untuk memasukkannya 

karena dua alasan: pertama, karena dapat mengidentifikasi 

seseorang dengan hambatan fungsional yang berat dalam domain AFIFA UTAMA
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apa pun; kedua, karena populasi orang yang tidak mampu 

melakukan rawat diri dianggap sebagai kelompok penting untuk 

pertimbangan kebijakan.

D. Bagaimana pendekatan WG untuk mengukur disabilitas   

      terkait dengan Model Sosial Disabilitas?  

Model sosial disabilitas memandang disabilitas sebagai interaksi 

antara lingkungan dan fungsi individu. Ini berbeda dari model medis 

karena kedisabilitasan bukanlah karakteristik pribadi yang 

ditentukan oleh kondisi kesehatan atau gangguan, tetapi terjadi di 

lingkungan yang tidak mengakomodasi. Ini termasuk, tetapi tidak 

terbatas pada, orang-orang yang memang memiliki sertifikasi 

medis sebagai penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Jennifer 

dan Eka sama-sama penyandang disabilitas Rungu atau Tuli. 

Jennifer tinggal di negara di mana sistem transportasi umum 

memberikan informasi di layar besar yang mudah dibaca. Program 

televisi diberi captioning atau takarir. Dan dia memiliki akses ke 

penerjemah bahasa isyarat kapan pun dia membutuhkannya. 

Sebaliknya, Eka tinggal di lingkungan di mana semua hal ini tidak 

tersedia. Dari keduanya, Jennifer tidak menemui hambatan untuk 

berpartisipasi karena lingkungannya mendukung. Tetapi Eka 

membutuhkan lingkungan yang mendukung dan berbagai upaya 

menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasinya. AFIFA UTAMA
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Diambil dari: https://vawnet.org/sc/etiquette

Disabilitas adalah konsep yang sangat kompleks dan terus 

berkembang. Adalah mustahil untuk membuat satu pertanyaan 

atau serangkaian pertanyaan singkat yang akan mengumpulkan 

informasi tentang seluruh konsep disabilitas seperti yang dipahami 

dalam model sosial disabilitas. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan 

data yang berguna, kita perlu menangkap berbagai komponen 

model ini dengan pertanyaan yang berbeda. Pendekatan yang 

diambil oleh Washington Group untuk mengidentifikasi populasi 

penyandang disabilitas disebut sebagai pendekatan fungsional. Ini 

berfokus pada satu aspek penting dari model sosial. Apakah orang 

memiliki kesulitan fungsional yang menyebabkan mereka berisiko 

tidak dapat berpartisipasi dikarenakan hambatan lingkungan? Jika 

ditanya, apakah Anda memiliki disabilitas? Individu dengan 

karakteristik fungsional yang sama mungkin menjawab secara 

berbeda, dikarenakan perbedaan pemahaman mereka tentang 

pertanyaan atau stigma yang terkait dengan kata disabilitas (Groce 

dan Mont, 2017). 
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Diambil dari: https://leewilson.com.au/home/bio/disability-access-egress-cartoons/ 

Pertanyaan Washington Group dirancang dengan cara yang 

memungkinkan orang untuk memberikan respon/jawaban lebih 

akurat dan sebanding. Pertanyaannya fokus pada kesulitan ketika 

melakukan kegiatan dasar dan bukan pada kondisi atau gangguan 

kesehatan. Pertanyaan tersebut juga tidak menggunakan kata 

disabilitas. 

Pengumpulan data tentang partisipasi dan lingkungan juga 

diperlukan untuk menganalisis data menggunakan model sosial, 

tetapi harus dikumpulkan menggunakan pertanyaan yang berbeda 

dari pertanyaan Washington Group. Dan ketika dianalisis bersama, 

data akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang 

disabilitas dalam suatu masyarakat. Misalnya, ketika kita mem-

bandingkan tingkat akses pekerjaan mereka yang memiliki 

kesulitan melihat dan yang tidak, dan menemukan bahwa mereka 

yang mengalami kesulitan memiliki tingkat akses pekerjaan lebih 

AFIFA UTAMA



37Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

Diambil dari: 
https://bangkok.unesco.org/content/building-disability-inclusive-education-through-data 

Yang penting untuk diingat adalah bahwa konsep umum yang 

sama tentang pertanyaan disabilitas harus dimasukkan dalam 

semua pengumpulan data untuk memungkinkan membandingkan 

data dalam seluruh sistem pengumpulan. Informasi ini, bersama 

informasi lebih komprehensif yang dapat diperoleh dalam 

beberapa pengumpulan data, akan memberikan gambaran yang 

lebih lengkap tentang populasi penyandang disabilitas. 

rendah, kita dapat menyimpulkan bahwa hambatan akses 

pekerjaan dialami oleh orang-orang dengan kesulitan melihat.

Pertanyaan tentang hambatan dan apa yang dapat mendukung 

partisipasi penuh akan memberikan informasi yang diperlukan 

untuk memajukan inklusi. Untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih lengkap tentang disabilitas, data tentang penyebab kesulitan 

fungsional juga harus dikumpulkan. Usia kapan kondisi/ kesu-

litannya mulai dialami, akses dan kebutuhan akan layanan, dan 

berbagai karakteristik lingkungan yang terkait dengan partisipasi 

penuh penyandang disabilitas yang diidentifikasi oleh pertanyaan 

Washington Group. 
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E. Menterjemahkan Pertanyaan WG

Kata-kata yang digunakan dalam kategori pertanyaan dan 

jawaban dalam pertanyaan Washington Group dipilih dengan 

cermat karena alasan tertentu. Misalnya pertanyaan, 'apakah Anda 

mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi?' Ingat, 

pertanyaan ini mengacu pada penggunaan memori untuk merekam 

insiden atau peristiwa. Ini termasuk peristiwa di masa lalu baru-baru 

ini atau lebih jauh sebelumnya. Berkonsentrasi mengacu pada 

penggunaan kemampuan mental untuk fokus pada tugas yang ada 

untuk menyelesaikannya. Jika pertanyaan ini diterjemahkan 

sebagai, 'apakah Anda mengalami kesulitan menghafal atau apakah 

Anda mengalami kesulitan dengan ingatan anda?' Pertanyaan 

seperti itu tidak akan menghasilkan informasi tentang konsep yang 

dimaksudkan. Demikian pula, kategori jawaban dirancang untuk 

menangkap kontinum fungsi. Kategori 'tidak ada kesulitan' dan 

'tidak dapat melakukannya sama sekali' menunjukkan titik akhir 

dari kontinum ini. Dua opsi lain, 'sedikit kesulitan dan banyak 

kesulitan', memisahkan kontinum menjadi tiga bagian yang sama 

(Groce dan Mont, 2017).

Karakteristik mereka, termasuk akses layanan, outcome program, 

dan pada akhirnya dampak kebijakan dan program untuk 

mempromosikan inklusi penuh penyandang disabilitas (Groce dan 

Mont, 2017).

AFIFA UTAMA



39Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

Data yang dikumpulkan dengan pertanyaan yang diterje-

mahkan tidak akan sebanding dengan yang dikumpulkan 

menggunakan bahasa aslinya. Hal ini dapat mempengaruhi 

bagaimana populasi penyandang disabilitas diidentifikasi. Untuk 

menghindari masalah ini, Washington Group telah membuat 

seperangkat pedoman untuk penerjemahan. Poin pertama dan 

terpenting adalah menerjemahkan konsep sebagaimana dimaksud 

dalam bahasa sumber. Misalnya, tujuan dari pertanyaan 'apakah 

Anda mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga' adalah 

untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki masalah dalam 

bentuk apa pun ketika berpindah tempat dengan berjalan kaki 

dalam jarak pendek maupun jauh dan berjalan naik atau turun 

tangga karena gangguan keseimbangan, daya tahan atau masalah 

lainnya. 

Ada dua metode untuk menerjemahkan pertanyaan. Metode 

terjemahan maju-mundur dan metode terjemahan konseptual atau 

tim. Dalam metode pertama, pertanyaan diterjemahkan dari 

bahasa sumber bahasa Inggris ke dalam bahasa target dan 

kemudian kembali ke bahasa Inggris lagi. Kedua versi bahasa Inggris 

tersebut kemudian dibandingkan. Meskipun berguna, metode ini 

terkadang menghasilkan kata-kata bahasa Inggris yang sama, 

tetapi konsepnya hilang dalam terjemahannya. Jadi metode kedua 

lebih disukai karena memastikan bahwa konsep yang dimaksudkan 

tetap masuk dan utuh dalam terjemahan.AFIFA UTAMA
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Metode konseptual ini memastikan bahwa konsep yang 

dimaksudkan tercermin dalam terjemahan akhir. Metode ini 

menggunakan kartu terjemahan yang memberikan informasi 

kepada para penerjemah tentang tujuan pertanyaan, kata-kata 

tertentu dan konsep utama yang diukur dengan pertanyaan itu. 

Prosesnya harus mencakup setidaknya dua penerjemah yang harus 

bekerja secara terpisah untuk menerjemahkan pertanyaan. 

Penerjemah juga harus memiliki pengetahuan yang sangat baik 

tentang bahasa Inggris dan penguasaan bahasa target yang sangat 

baik dan pengetahuan tentang materi yang ditanyakan. Selain itu, 

pengetahuan tentang budaya setempat sangat penting untuk 

memastikan kepekaan budaya terjemahan. 

Dalam prosesnya, penerjemah harus mempertimbangkan 

pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa cara terbaik untuk menerje-

mahkan kata, frasa, atau pertanyaan? Apakah responden akan 

memahami pertanyaan sebagaimana dimaksud? Apakah bahasanya 

sesuai dengan responden? Tambahkan nuansa teks asli yang 

dipertahankan dalam terjemahan. Setelah terjemahan selesai, para 

penerjemah dapat bertemu untuk membahas perbedaan dan 

mencapai kesepakatan. Selain itu, seseorang yang merupakan 

bagian dari tim terjemahan tetapi tidak terlibat langsung dalam 

membuat salah satu terjemahan harus meninjau terjemahan akhir 

dan membantu menyelesaikan perbedaan apa pun. Ini akan 

membantu memastikan terjemahan telah menangkap maksud dari 

pertanyaan asli. 
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Setelah terjemahan selesai, selanjutnya harus diuji. Bahkan 

pertanyaan yang diterjemahkan dengan hati-hati dapat 

menimbulkan kesalahan yang akan sangat mengubah respon 

pertanyaan. Pengujian dilakukan dengan cara wawancara kognitif, 

yang terdiri dari mengajukan serangkaian pertanyaan kepada 

sekelompok responden terpilih dan kemudian meminta mereka 

untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang pertanyaan 

tersebut dan bagaimana mereka menentukan respon/jawaban 

mereka. Penting bagi pewawancara untuk mendapatkan informasi 

yang cukup dari responden guna menentukan apakah pertanyaan 

yang  diterjemahkan dipahami sebagaimana dimaksud, dan apakah 

responnya mencerminkan pemahaman tersebut. 

Jika masalah ditemukan dalam terjemahan, pertanyaan 

dimodifikasi dan dilakukan pengujian diulang. Pemilihan responden 

harus sesuai dengan audiens target, dan harus mencakup mereka 

yang memiliki jenis kelamin berbeda, tingkat pendidikan, 

karakteristik sosial ekonomi dan tingkat kesulitan fungsional yang 

beragam. Responden juga harus mencakup mereka yang memiliki 

dan tanpa kesulitan fungsional dalam domain fungsional sebanyak 

mungkin. Pewawancara harus memiliki pengalaman dalam 

pengujian kualitatif. Mereka harus menjadi penutur bahasa target 

yang fasih dan mengetahui budaya audiens target dengan sangat 

baik. 

Karena validitas data tergantung pada apakah pertanyaan 

menangkap konsep yang dimaksudkan, perangkat lunak terje-
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mahan serta pewawancara yang menerjemahkan pada saat yang 

sama ketika wawancara dilakukan harus dihindari. Namun, ada 

situasi tertentu di mana waktu menjadi masalah atau di mana 

wawancara harus dilakukan dalam begitu banyak bahasa sehingga 

tidak mungkin untuk melakukan terjemahan formal untuk semua 

bahasa. 

Dalam kasus seperti itu, opsi satu-satunya adalah meminta 

semua orang yang akan diwawancarai menggunakan bahasa yang 

sama berkumpul untuk membentuk tim kecil. Tim ini harus 

mendiskusikan dan menyepakati terjemahan umum. Mereka 

kemudian harus menguji terjemahan mereka sejauh mungkin dalam 

situasi tertentu. Hal ini akan mengurangi variabilitas di antara 

pewawancara dan meningkatkan kualitas data secara keseluruhan. 

Jika tidak ada kemungkinan untuk membentuk tim pewawancara, 

maka mereka harus mengikuti praktik terjemahan terbaik ketika 

mengembangkan terjemahan masing-masing. 

Instrumen Washington Group terdiri dari pertanyaan dan 

kategori respons yang dibangun dan diuji dengan cermat. Ketika 

terjemahan dilakukan dengan tepat dan menggunakan metodologi 

yang direkomendasikan, data yang dihasilkan oleh instrumen akan 

valid, akurat, dan dapat diperbandingkan dengan negara lain. 

AFIFA UTAMA



43Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

Washington Group Short-Set (WG-SS) atau Pertanyaan 

Washington Group Versi Singkat adalah serangkaian enam 

pertanyaan yang dikembangkan untuk mengidentifikasi orang-

orang yang berisiko termarginalisasi/tereksklusi karena 

keterbatasan fungsional dalam lingkungan yang tidak akomodatif. 

Pertanyaan WG ini menanyakan tentang kesulitan dalam aktivitas 

dasar, seperti melihat, kognisi dan berjalan. Tetapi apakah enam 

pertanyaan ini mengidentifikasi semua orang dengan keterbatasan 

fungsional yang berisiko tereksklusi? Dan apakah perlu demikian 

untuk tujuan statistik? Jawabannya adalah tidak, dan inilah 

alasannya. 

Domain pertanyaan dipilih menggunakan kriteria sederhana, 

singkat, universalitas, dan komparabilitas. Informasi yang 

dihasilkan dari penggunaan pertanyaan-pertanyaan ini akan 

mewakili sebagian besar, meski tidak semua, orang-orang dengan 

keterbatasan.  Disabilitas itu rumit dan ada banyak alasan berbeda 

untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi penyan-

dang disabilitas, jadi tidak ada satu standar emas untuk melakukan 

itu. Namun, apakah perlu untuk mengidentifikasi semua orang 

dengan keterbatasan fungsional yang berisiko tereksklusi? Tujuan 

dari Washington Group Short-Set adalah untuk melihat apakah 

outcome bagi penyandang disabilitas berbeda dari mereka yang 

tidak memiliki disabilitas. Dengan kata lain, untuk mengidentifikasi 

kesenjangan disabilitas. Jadi untuk tujuan itu tidak perlu mengiden-

F. Kelemahan
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tifikasi semua penyandang disabilitas, cukup sebagian besar saja. 

WG-SS tidak mencakup pertanyaan dalam dua domain fungsi 

penting, psikososial dan fungsi tubuh bagian atas. Ini tidak berarti 

bahwa orang-orang dengan kesulitan ini tidak termasuk dalam WG-

SS. 

Beberapa, meski tidak semua, dari mereka yang mengalami 

kesulitan dalam domain ini tercakup melalui enam pertanyaan 

lainnya. Misalnya, di AS diperkirakan bahwa menghilangkan kedua 

domain ini mengurangi prevalensi kedisabilitasan secara keselu-

ruhan sekitar 2%. Artinya sekitar 2% dari populasi dikategorikan 

keliru tidak memiliki disabilitas. Hal itu tidak akan banyak mengubah 

perkiraan kesenjangan. WG-SS terbatas hanya pada enam 

pertanyaan karena dikembangkan untuk digunakan bersamaan 

dengan survei lain. 

Di beberapa negara, pertanyaan tentang fungsi psikososial 

dapat dianggap sensitif dan tidak akan dimasukkan. Kendala ini 

tidak berlaku untuk survei. Namun, jika suatu negara ingin 

mengurangi underestimate angka prevalensi disabilitas dalam 

dampak apa pun terhadap kesenjangan disabilitas atau tertarik 

pada populasi orang-orang dengan kecemasan, depresi, dan 

kesulitan tubuh bagian atas, maka dapat digunakan pertanyaan 

Washington Group versi panjang yang mencakup pertanyaan 

tentang domain tambahan (Weeks et al, 2021). Pertanyaan 

Washington Group khusus untuk anak juga dapat digunakan untuk 

mendapatkan perkiraan yang lebih komprehensif tentang 
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prevalensi anak-anak penyandang disabilitas dan karakteristiknya 

(UNICEF 2017). Namun, memasukkan lebih banyak pertanyaan 

dalam survei akan memakan lebih banyak waktu dan ruang pada 

survei, serta meningkatkan biaya untuk melakukan survei. Biaya 

tambahan ini perlu dipertimbangkan terkait tujuan pengumpulan 

data dan sumber daya yang tersedia.
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Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan berperan utama dalam 

melakukan pendataan disabilitas di tingkat kelurahan. Pada 

tahapan persiapan, Dinas Sosial bersama Kelurahan melakukan 

beberapa tahapan seperti sosialisasi dan administrasi pendataan, 

pelatihan penggunaan instrumen (SIDisa atau Sistem Informasi 

Pendataan Disabilitas yang dikembangkan oleh PPDI Padang), 

penyepakatan mekanisme pendataan dan juga persiapan asistensi 

teknis untuk surveyor.

Dinas Sosial berperan sebagai koordinator dalam membuat 

surat resmi ke kecamatan dan kelurahan, yang memberitahu akan 

dilakukan proses perbaharuan dan pendataan masyarakat 

penyandang disabilitas. Selanjutnya, pemerintah kelurahan 

bersama dengan dampingan perwakilan organisasi penyandang 

disabilitas akan mengambil data di tingkat kelurahan. Dinas Sosial 

juga dapat menunjuk TKSK, Pendamping PKH, perwakilan 

komunitas disabilitas di kelurahan dan kader posyandu di kelurahan 

terkait untuk menjadi tim surveyor/tim pendataan. Surveyor 

berasal dari atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja. 

Tujuannya, surveyor dari wilayah tersebut diharapkan lebih 

memahami kondisi wilayah kerjanya.

Setelah penunjukkan tim pendata/surveyor, koordinator 

mengadakan Bimbingan teknis (Bimtek) tentang tata cara 

pendataan dan penggunaan instrument untuk semua anggota tim 

A. Tahapan Persiapan
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pendata/surveyor termasuk pejabat kecamatan dan kelurahan 

secara bertahap sesuai urutan kelurahan yang diprioritaskan 

sampai akhirnya menjangkau seluruh kelurahan. Narasumber 

Bimtek ini dapat berasal dari Organisasi Penyandang Disabilitas di 

tingkat Kota, Propinsi dan Pusat jika pendanaan memungkinkan. 

Materi Bimtek bisa meliputi tata cara survei, pemahaman perta-

nyaan identifikasi disabilitas per ragam agar tim surveyor dapat 

mengidentifikasi di awal atau hanya untuk konfirmasi kepada 

keluarga penyandang disabilitas, teknis turun lapangan dengan 

menggunakan 2 Teknik (Snowball dan Sensus), dll. 

Selanjutnya, Koordinator dapat menentukan jangka waktu 

pengambilan data selama satu bulan dan menentukan jumlah 

surveyor per kelurahan dengan komposisi yang dapat disesuaikan. 

Sebagai contoh, untuk satu kelurahan dapat ditugaskan  1 TKSK,  1 

Pendamping PKH, 1 perwakilan komunitas disabilitas dan 1 Kader 

Posyandu. Surveyor tersebut sebaiknya berasal dari atau 

berdomisili pada kecamatan/kelurahan yang ditugaskan. Surveyor 

dapat melakukan observasi cepat pada wilayah kerja mereka agar 

memudahkan serta memutuskan strategi dalam mengambil data. 

Pada saat turun ke  lapangan, surveyor harus dilengkapi surat tugas 

resmi dari kelurahan dan/atau kecamatan.
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Dalam tahapan ini, metode dalam melakukan pengumpulan 

data dan cara mengetahui apakah data yang didapatkan adalah 

valid sehingga dapat digunakan, akan dibahas secara jelas pada 

bagian ini.

Pelaksanaan Pendataan 

Pendataan dapat dilaksanakan melalui salah satu dari dua 

metode yaitu metode sensus atau metode snowball yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan.

1.  Metode Sensus

Ketika menggunakan metode sensus, surveyor akan 

datang mengunjungi masyarakat yang berdomisili di 

kelurahan Kota Padang untuk melakukan pendataan. 

Tentunya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

metode sensus yang meliputi: 

a.  Tahapan pertama, mendapatkan surat penugasan dari 

kelurahan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial. 

Surveyor mendapatkan surat penugasan yang berisi 

informasi mengenai kegiatan pendataan. 

b.  Tahapan kedua, melakukan kunjungan ke seluruh rumah 

masyarakat yang termasuk ke dalam wilayah kerja yang 

B. Proses Pendataan
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ditugaskan kepada surveyor. Namun, ada beberapa 

mekanisme yang harus dilakukan:

1) Surveyor mendatangi rumah warga secara door to 

door.

2) Surveyor menjelaskan maksud dan tujuan 

kedatangan dari sensus kepada warga (disebutkan 

sebagai pembaruan data kependudukan kelurahan 

termasuk penyandang disabilitas).

3) Kemudian, surveyor memberikan pertanyaan sesuai 

dengan urutan pertanyaan. Pertanyaan yang 

diberikan haruslah disampaikan secara sopan, tidak 

menanyakan apakah ada penyandang disabilitas 

atau tidak secara langsung yang bisa menyinggung 

penghuni rumah. Pertanyaan dapat dikembangkan 

dengan menyesuaikan situasi dan keadaan, seperti:

· “Maaf  bapak/Ibu, berapa orang yang tinggal di 

rumah ini?” (misalnya dijawab ada 6 orang).

· “Jika saya boleh tahu, apakah anak bapak/ibu 

ada 4 orang? (misalnya dijawab iya).

· “Apakah semua anak ibu masih bersekolah?”.

· (Jika dijawab tidak) “ Jika tidak, kalau  boleh tahu  

kenapa anak bapak/ibu  tidak bersekolah?”.

· (Jika dijawab iya) “Maaf kalau boleh tahu, anak 

bapak/ibu  bersekolah di negeri atau swasta di 

daerah ini?”.
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Responden  kemudian akan menjelaskan apakah 

bersekolah di sekolah umum atau khusus dan 

bagaimana kondisi anaknya jika merasa nyaman 

dengan surveyor.   

4) Jika surveyor mendapatkan informasi tentang 

adanya anak berkebutuhan khusus/penyandang 

disabilitas melalui wawancara singkat di atas, maka 

surveyor dapat melanjutkan untuk melakukan 

pendataan.

5) Namun, jika surveyor tidak mendapatkan informasi 

adanya anak berkebutuhan khusus/penyandang 

disabilitas dari responden, maka surveyor mengak-

hiri dan mohon izin undur diri dan melanjutkan  

kunjungan ke rumah selanjutnya.

c.  Tahapan selanjutnya, surveyor melakukan pendataan 

yang berkaitan kepemilikan identitas diri baik data 

kependudukan NIK, kartu tanda penduduk (KTP)  

maupun Kartu Keluarga (KK). Namun, jika responden 

tidak memiliki, maka surveyor menawarkan bantuan 

dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut 

dengan melengkapi persyaratan terlebih dahulu seperti 

pas foto, akte kelahiran, dan kartu nikah, yang 

dibutuhkan dalam pengurusan catatan sipil, KTP, dan 

Kartu Keluarga.
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d.  Kemudian, surveyor dapat melakukan pendataan melalui 

pertanyaan yang telah ada dalam instrument 

pertanyaan. Jika ada pertanyan tambahan di luar dari 

daftar yang ada, maka surveyor akan mencatatnya.

e.  Dalam proses pendataan, surveyor juga memberikan 

penyuluhan dan penjelasan untuk mengubah stigma 

negatif tentang kondisi keluarga yang memiliki 

penyandang disabilitas. 

2.    Metode Snowball

Dalam metode snowball, surveyor mulai melakukan 

proses pendataan berdasarkan data yang telah ada di Dinas 

Sosial. Surveyor melakukan pendataan ulang sekaligus 

verifikasi terhadap setiap penyandang disabilitas yang ada 

di data dinas sosial, dan kemudian menanyakan keberadaan 

penyandang disabilitas lainnya untuk didata selanjutnya. 

Kemudian, surveyor melakukan pendataan dengan 

mengunjungi penyandang disabilitas sesuai dengan 

informasi baru yang didapatkan tersebut. Tentunya, jumlah 

responden lebih banyak karena telah memiliki responden 

existing dari Dinas Sosial dan mendapatkan tambahan data 

dari informasi responden tersebut. Tahapan pendataan 

dengan metode snowball meliputi:

a. Tahapan pertama, mengunjungi kantor kelurahan. 

Surveyor menyampaikan informasi mengenai kegiatan 
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pendataan dengan memberikan surat penugasan. 

b. Tahapan kedua, surveyor mengunjungi rumah yang ada 

penyandang disabilitas sesuai dengan daftar nama yang 

diberikan oleh koordinator per kelurahan. Daftar ini 

merupakan responden existing dari Dinas Sosial yang 

nantinya akan dilakukan update data dan wawancara.

c. Kemudian, tahapan ketiga. Jika surveyor telah 

mengunjungi semua penyandang disabilitas sesuai 

dengan daftar nama, surveyor dapat meminta referensi 

dari RT, RW, posyandu dan juga dari masyarakat sekitar 

untuk penyandang disabilitas yang belum terdata.

d. Selanjutnya, surveyor dapat menanyakan kepada 

penyandang disabilitas/keluarga disabilitas yang sedang 

diwawancarai tentang adanya keberadaan penyandang 

disabilitas lainnya yang masih dalam wilayah pendataan 

yang ditugaskan. Jika ada yang belum masuk dalam 

daftar nama, maka surveyor mencatat nama tersebut 

dan melakukan kunjungan.

e. Surveyor melakukan pendataan pada penyandang 

disabilitas yang belum ada pada daftar nama responden 

existing. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan 

kepemilikan identitas diri baik data kependudukan NIK, 

kartu tanda penduduk (KTP)  maupun Kartu Keluarga 

(KK). Namun, jika responden tidak memiliki, maka 

surveyor menawarkan bantuan dalam menyiapkan 
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dokumen-dokumen tersebut dengan melengkapi 

persyaratan terlebih dahulu seperti pas foto, akte 

kelahiran, dan kartu nikah, yang dibutuhkan dalam 

pengurusan catatan sipil, KTP, dan Kartu Keluarga.

f.   Kemudian, surveyor dapat melakukan pendataan melalui 

pertanyaan yang telah ada dalam instrumen pendataan. 

Jika ada pertanyaan tambahan di luar dari daftar yang 

ada, maka surveyor akan mencatatnya.

g. Dalam proses pendataan, surveyor juga memberikan 

penyuluhan dan penjelasan untuk mengubah stigma 

negatif tentang kondisi keluarga yang memiliki 

penyandang disabilitas.

 

 Kelurahan berperan utama dalam memastikan 

lancarnya pendataan penyandang disabilitas di wilayah 

mereka. Kedua metode ini dapat digunakan sesuai dengan 

keadaan dan sumber daya masing-masing kelurahan di Kota 

Padang. Jika koordinator/Dinas Sosial memiliki anggaran 

yang memadai dan penunjukan tim surveyor yang lengkap, 

maka metode sensus merupakan pilihan yang tepat agar 

dapat mengunjungi semua Kelurahan di Kota Padang. 

Namun, jika sebaliknya, tim yang sedikit dan anggaran yang 

kurang memadai, maka metode snowball menjadi pilihan 

yang baik karena dapat memangkas waktu dan dapat 

melakukan kegiatan pendataan secara efektif.
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Data sistem informasi sudah mengakomodasi disabilitas 

sebagai hasil proses pengumpulan dan pengolahan data 

berdasarkan data pilah atau disagregasi data. Namun tantangan 

menuju data terpilah yang memadai masih lebar. Misalnya, selama 

ini pendataan hanya menyasar atau mendata disabilitas yang 

termasuk dalam kategori miskin, padahal seharusnya dilakukan 

pendataan untuk seluruh kelompok rentan tanpa memandang 

status sosial ekonomi. Ini masuk akal karena kelompok rentan 

terutama penyandang disabilitas, miskin ataupun tidak, pasti sama-

sama memerlukan layanan yang akomodatif dan memerlukan 

layanan publik maupun personal secara inklusif.

Indikator pendataan selama masih kurang spesifik, data yang 

dikumpulkan dari unit terkecil dari RT/RW seharusnya mempunyai 

dimensi seperti alat bantu untuk penyandang dasabilitas. Data 

terpilah menurut umur, gender dan karakterikstik disabilitas dapat 

membantu menentukan kebutuhan spesifik sesuai dengan 

keragaman kerentanan.

Sebagai kelanjutan dari pendataan disabilitas yang sudah 

dilakukan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut, seperti 

berikut ini: 

1. Sosialisasi, lokakarya, pelatihan workshop, simulasi terkait 

C. Tindak Lanjut
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dengan isu-isu disabilitas. Peningkatan partisipasi melalui 

kampanye inklusi.

2. Pelibatan dalam musrenbang kelurahan untuk menyuara-

kan aspirasi disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.  

3. Berperan sebagai peserta, pengurus organisasi, nara-

sumber, fasilitator dan panitia dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan.

4. Pelibatan pada identifikasi kebutuhan, pengambilan kepu-

tusan dan perencanaan, termasuk rehabilitasi disabilitas. 

Peluang partisipasi penyandang disabilitas, organisasi, dan 

jaringannya bermodalkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan 

berkomunikasi dengan kelompok rentan dan memahami hambatan 

yang dihadapi. Ini mulai dari pengumpulan data terpilah; pelatihan; 

dan sebagai mitra, ahli teknis, dan perwakilan. Pada pihak 

pemerintah dan LSM, peluang itu berupa perekrutan penyandang 

disabilitas di semua level organisasi termasuk sebagai pekerja garis 

depan dan penggerak komunitas; koordinasi dan kerja sama 

dengan organisasi disabilitas untuk merancang strategi pelibatan; 

memastikan apresiasi dan keterwakilan dalam proses koordinasi.

Data terpilah terutama pada saat sudah dihasilkan nanti dapat 

digunakan untuk pengkajian kebutuhan penyandang disabilitas 

sehingga dapat melahirkan inovasi antara lain: AFIFA UTAMA
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1. Pengembangan desain dan instrumen kajian partisipatoris 

dan aksesibel bersama organisasi mitra.

2. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses dan 

memperbaiki akurasi layanan publik.

3. memastikan kesesuaian data dan akses layanan untuk 

semua.

Inovasi dalam pengembangan kapasitas yang melibatkan 

penyandang disabilitas perlu dilakukan dengan melibatkan 

pemerintah atau dinas-dinas terkait. Peningkatan kapasitas akan 

sangat dirasakan manfaatnya dalam hal mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan disabilitas. Pengembangan 

kapasitas dilakukan melalui : 

1. Pelatihan dilakukan pada saat diseminasi program.

2. Peningkatan kapasitas juga dilakukan dari penyandang 

disabilitas untuk penyandang disabilitas dengan melibatkan 

secara aktif dalam proses pemetaan, interview, dan edukasi 

terhadap kebutuhan disabilitas.

3. Pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penyandang 

disabilitas melalui pelibatan aktif dalam kegiatan seminar, 

pelatihan, dan bentuk kegiatan lainya baik menjadi 

narasumber, fasilitator, dan panitia guna memberikan 

manfaat secara langsung bagi penyandang disabilitas agar  

memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan secara 

langsung. 
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 Pada bagian ini diberikan contoh rencana daftar anggaran 

sementara yang akan dialokasikan untuk pengumpulan data 

penyandang disabilitas. Tabel 1 menunjukkan estimasi anggaran per 

kegiatan dengan menggunakan metode pendataan sensus. 

Selanjutnya, Tabel 2 menunjukkan estimasi anggaran per kegiatan 

dengan  menggunakan metode snowball.

Tabel 1 Estimasi Anggaran per kegiatan dengan menggunakan 

Metode Pendataan Sensus

A.  Anggaran
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Tabel 2 Estimasi Anggaran per kegiatan dengan menggunakan 

Metode Snowball
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 Aktor adalah anggota atau bagian dari sebuah jaringan, bukan 

kelompok (group). Seorang aktor bisa saja anggota kelompok, 

tetapi ia mempunyai jaringan yang lebih luas dari kelompok. 

Mungkin saja, seorang aktor (individu) mempunyai jaringan dengan 

orang dari lintas kelompok yang berbeda.

Aktor tidak selalu berupa individu, namun juga bisa berupa 

lembaga, negara, institusi atau perusahaan. Aktor-aktor yang 

terlibat dalam program Kelurahan inklusif termasuk pendataan 

penyandang disabilitas antara lain:

1. Dinas Sosial dan Kelurahan

a. Perekrutan

          Dinas Sosial dan Kelurahan yaitu suatu unit pemerin-

tahan yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk 

membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan 

masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki 

kemampuan dalam berfungsi sosial serta menciptakan 

kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka 

mencapai tujuan.

  Dalam program Kelurahan Inklusif diperlukan sumber 

daya manusia, sumber daya manusia yang dibutuhkan 

memiliki kompetensi secara pendidikan, pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman dengan penyandang 

disabilitas. Dinas Sosial dan Kelurahan memiliki 

B. Peran Aktor di Kelurahan
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kewajiban dan peran penting dalam proses perekrutan 

sumber daya manusia  tersebut. Sumber daya manusia 

tersebut diharapkan sebagai penggerak dalam rangka 

perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar 

dapat berperan dalam upaya bersama  menciptakan 

Kelurahan yang Inklusif. 

b. Sosialisasi dan pelatihan 

    Kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkat-

kan kemampuan dan kompetensi masyarakat tentang 

pengetahuan disabilitas dan inklusi, dinas sosial dan 

kelurahan memegang peranan penting dalam 

menganggarkan dan melakukan sosialisasi dan 

pelatihan sesuai dengan sumber daya dan aktor aktif 

yang ada. 

c. Pendampingan dan pemantauan

   Dinas Sosial dan Kelurahan melakukan pendam-

pingan dan pemantauan terhadap  setiap program yang 

berkaitan dengan perwujudan kelurahan inklusif. Peran 

dan fungsi pendamping dan pemantauan dalam tugas 

penyelenggaraan kelurahan inklusif turut menentukan 

keberhasilan pelaksanaan program. Optimalisasi 

pendampingan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-

tawar sebagai salah satu strategi dalam akselerasi 
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penyelenggaran kelurahan inklusif. 

d. Menajemen data

   Manajemen data merupakan kegiatan untuk 

mengelola data secara benar, sehingga mudah diguna-

kan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan 

penyandang disabilitas. Data yang ada di Dinas Sosial 

dan Kelurahan dikumpulkan di sistem yang sudah 

disediakan dalam satu tempat atau sebuah system 

informasi, data tersimpan rapi dan bisa diakses kapan 

saja ketika data tersebut dibutuhkan. Ini lah manfaat 

utama yang diharapkan dari SIDisa (Sistem Informasi 

Pendataan Disabilitas di Kelurahan) yang dikembang-

kan oleh PPDI Padang. Dengan demikian sistem yang 

dimiliki dapat membantu verifikasi dan pembaruan data 

secara cepat, konsisten dan berkesinambungan.

e. Kemitraan dalam penggunaan data

   Data yang dihasilkan merupakan produk dari 

kolaborasi antar banyak pihak. Penggunaan data juga 

harus dilakukan secara kemitraan antara Dinas Sosial, 

Kelurahan dan Organisasi Penyandang Disabilitas. 

2. Organisasi dan kelompok disabilitas

a. Memberikan informasi tentang keberadaan disabilitas

Organisasi dan kelompok disabilitas sebagai sistem 
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sumber informasi tentang keberadaan disabilitas di 

masyarakat dan  Organisasi disabilitas memfasilitasi, 

memotivasi dan mengarahkan penyandang disabilitas 

lainya agar mampu melihat arti penting pendataan dan 

memberikan dukungan. Sumber dukungan sosial yang 

paling efektif adalah yang berasal dari Organisasi dan 

kelompok disabilitas itu sendiri. 

b. Terlibat aktif dalam proses pendataan

 Partisipasi organisasi dan individu penyandang 

disabilitas itu sendiri memiliki peran tersendiri dalam 

mendukung proses pendataan penyandang disabilitas, 

partisipasi bisa saja berupa pemberian informasi, 

konsultasi, pembuatan keputusan bersama, melakukan 

tindakan bersama, dan mendukung keputusan atas 

swakarsa masyarakat.

3. TKSK / PSM

a. Melakukan pendataan dilapangan 

 TKSK dan PSM bertugas melakukan berbagai 

aktifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat 

akar rumput, melakukan pendataan tentang kebutu-

han, masalah dan sumber yang dapat didayagunakan 

untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk 

di dalamnya penyandang disabilitas. Tugas dan peran 

utamanya dalam memberikan penyuluhan/bimbingan 
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sosial,  menggerakkan dan mendampingi serta 

memberdayakan penyandang disabilitas.

b. Verifikasi data

   TKSK dan PSM bersama Organisasi Penyandang 

Disabilitas melakukan verifikasi dan validasi terhadap 

hasil pendataan yang telah dilakukan, data hasil 

verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh TKSK dan 

PSM  disampaikan kepada kecamatan, kelurahan dan 

Dinas Sosial Kota atau Kabupaten.

c. Berkordinasi dengan semua perangkat terkait seperti 

LPM, RW, RT dll

   Peran serta LPM, RT dan RW dalam pembangunan 

Kelurahan amatlah vital. LPM, RT dan RW adalah 

lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat kelurahan dan dalam aspek 

pengumpulan data penyandang disabilitas hendaknya 

TKSK dan PSM berkordinasi dengan LPM, RT dan RW 

untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Puskesmas/Pustu

a. Menginformasikan keberadaan penyandang disabilitas

  Puskesmas atau Pustu juga berperan dalam pengum- 

pulan data penyandang disabilitas. Dalam proses 

pendataan, petugas kesehatan yang ada di puskesmas 
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atau di pustu ketika mengetahui ada kunjungan dari 

penyandang disabilitas bisa melapokan kepada petugas 

kelurahan untuk dilakukan pendataan, dan tidak 

m e n u t u p  k e m u n g k i n a n  p e t u g a s  p e n d a t a a n 

penyandang disabilitas mendatangi puskesmas atau 

pustu untuk mendapatkan informasi akan keberadaan 

penyandang disabilitas di wilayah tersebut.   

b. Terlibat dalam sosialiasi

   Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meru-

pakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan 

masyarakat. Sosialisasi melalui penyebaran informasi 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga ter-

bangun pemahaman yang baik tentang disabilitas. 

5. Kader Posyandu, PKK, RT dan RW

a. Sumber informasi

   Kader posyandu, PKK, RT dan RW adalah lembaga 

terkecil yang ada di masyarakat yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, organisasi akar rumput 

tentu menjadi pusat informasi yang akurat dalam 

pendataan.  

b. Terlibat dalam sosialisasi dalam pendataan 

  Kader Posyandu, PKK, RT dan RW berperan aktif 

terhadap pelaksanaan program pemerintah salah 
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satunya yaitu menciptakan layanan yang layak dan 

inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan 

kebutuhannya. Pentingnya arti pendataan sebagai basis 

kebijakan layanan inklusif tersebut harus menjadi pesan 

utama para kader Posyandu, PKK, RT dan RW ketika 

melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

6. Keluarga Penyandang Disabilitas

a. Sumber informasi

 Partisipasi keluarga dalam memberikan informasi 

dan data penyandang disabilitas merupakan sumber 

utama informasi terpercaya. Data disabilitas yang 

diberikan secara akurat berguna untuk menentukan 

layanan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. 

Keluarga yang berdaya dalam mendukung pelayanan 

bagi penyandang disabil itas diperlukan untuk 

mengiden-tifikasi hambatan dan masalah real yang 

dihadapi penyandang disabilitas dan mendukung 

layanan berbasis masyarakat.

b. Memberikan dukungan dan pendampingan selama 

proses pendataan 

 Keluarga dapat memberikan dukungan dan 

pendam-pingan selama pendataan terhadap penyan-

dang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam 

aspek komunikasi sosial dan bentuk lainnya. Pendam-
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pingan keluarga juga harus terlihat dalam proses 

kegiatan pendataan lainnya termasuk sosialisasi, 

penyuluhan, dll yang bertujuan untuk meningkatkan 

akses informasi dan pelayanan bagi penyandang 

disabilitas. 
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Lampiran I: Formulir pendataan penyandang disabilitas di 

Kelurahan dengan integrasi WG-SS (Pertanyaan Washington 

Group versi singkat)

Semua butir pertanyaan pada formulir ini tercakup dalam SIDisa 

(Sistim Informasi Pendataan Disabilitas di Kelurahan) yang 

dikembangkan oleh PPDI Padang melalui dukungan pendanaan 

Alumni Grant Scheme (AGS) dari Pemerintah Australia, dengan 

format yang mudah diakses dan digunakan oleh pendata. SIDisa 

dapat diakses dan digunakan secara online dengan mudah di Pc, 

perangkat android dan ios. Formulir  pendataan ini tidak hanya 

fokus pada identifikasi disabilitas tapi juga informasi penting lainnya 

seperti berkaitan dengan lingkungan, partisipasi dan kebutuhan 

support system. Butir pertanyaan identifikasi disabilitas yang 

digunakan adalah pertanyaan Washington Group versi singkat 

(Washington Group Short-Set / WG-SS) yang sudah disesuaikan 

untuk setiap ragam disabilitas sebagaimana terdapat dalam UU 

No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. 

Formulir pendataan terdiri dari tiga kelompok atau kategori. 

Pertama, data diri yang tidak hanya mencakup nama dan alamat 

tapi juga aspek penting lain seperti dokumen kependudukan yang 

dimiliki, status dalam keluarga, status rumah tinggal, pendidikan, 

pekerjaan, skema bansos dan jamsos yang diakses. Kedua, 

informasi disabilitas umum dan spesifik yang mencakup ragam 

disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental dan ganda/multi yang 

juga disediakan terjemahan Bahasa Minang disamping terjemahan 
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Bahasa Indonesia agar konsep pertanyaan dapat dipahami oleh 

pendata dan responden sesuai versi aslinya. Ke tiga, informasi alat 

bantu yang dibutuhkan, digunakan, dan dimiliki. 

Pendataan disabilitas dengan menggunakan SIDisa disarankan 

untuk dilakukan sebagai bagian dari update atau pembaruan 

pendataan atau pendataan ulang kependudukan di kelurahan. Hal 

ini karena pemberitahuan kepada warga sebagai pendataan khusus 

disabilitas akan berpotensi memunculkan penolakan karena tidak 

semua orang mau diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas, 

atau hanya terfokus pada disabilitas yang tampak saja. Akibatnya 

akan terjadi underestimate angka disabilitas pada data yang 

dihasilkan.
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Lampiran II: Pengayaan pengetahuan tentang model/pendekatan 

disabilitas

Ada 3 model utama dalam memahami disabilitas: pertama  invidual 

model yang terdiri dari model moral dan agama, model karitatif 

atau welfare dan model medis; kedua social model of disability; dan 

ketiga human rights model of disability.  Tiga cara pandang pertama 

dalam individual model (moral/religious model of disability, charity, 

dan medical) berfokus pada keterbatasan yang dimiliki individu 

penyandang disabilitas dan ketiganya didasarkan pada teori 

'personal tragedy'. Cara pandang ini berkontribusi terhadap eksklusi 

sosial, yakni, tereksklusinya penyandang disabilitas dari 

lingkungannya. Sementara dua cara pandang terakhir (model sosial 

dan HAM) lebih berfokus pada kondisi masyarakat, lingkungan, dan 

institusi yang berperan dalam menciptakan kondisi disabilitas. 

Selanjutnya peserta diberikan teori-teori dasar untuk kelima model 

disabilitas ini.

Moral/religious model of disability 

Model ini adalah yang paling tua tentang disabilitas dan ditemukan 

pada beberapa tradisi agama. Ada beberapa contoh bentuk model 

ini. Antara lain, disabilitas dianggap sebagai Hukuman Tuhan atau 

Karma atas perbuatan tidak baik si penyandang disabilitas, 

keluarganya atau leluhurnya di masa lalu. Pandangan ini sangat 

merugikan karena bisa menyebabkan pengucilan orang dengan 

disabilitas dan keluarga nya. Bentuk lainnya, disabilitas dianggap 

sebagai ujian atau cobaan dari Tuhan kepada orang dengan 
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disabilitas sebagai orang-orang yang terpilih untuk menguji 

kekuatan imannya atau ketakwaannya kepada Tuhan. Ada juga 

yang melihat disabilitas sebagai 'kelebihan metafisik' dimana 

penyandang disabilitas dianggap sebagai 'orang pintar' atau 

memiliki indera keenam.

Charity/ welfare model of disability 

Cara pandang ini melihat disabilitas sebagai penderitaan (suffering) 

dan orang dengan disabilitas dipandang rendah (inferior), lemah 

atau tidak produktif. Penyandang disabilitas adalah korban dari 

keadaannya (impairment yang dimiliki). Karena kondisi kehidu-

pannya yang tragis dan menderita maka penyandang disabiltas 

patut dibantu dan bahkan akan menjadi amal baik bagi orang-orang 

yang 'sehat/cantik/gagah/pintar' (stereotype kenormalan orang 

tanpa disabilitas). Banyak aktivis disabilitas sangat menolak cara 

pandang ini karena mempromosikan dan membangun stereotype 

atau stigma yang merugikan dan tidak adil  bagi penyandang 

disabilitas.

Medical model 

Dalam model medis, disabilitas dipahami terjadi dikarenakan 

impairment fisik, sensorik atau mental sebagai kondisi medis. Oleh 

sebab itu tenaga medis atau profesional kesehatan bertanggung 

jawab atau menjadi ahli/pakar dalam mendiagnosa disabilitas dan 

menentukan intervensi medis atau rehabilitasi yang tepat untuk 

mengembalikan fungsi 'normal' si penyandang disabilitas. Model ini 
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sangat menonjol di abad ke dua puluh terutama di masyarakat Barat 

seiring majunya teknologi dan pengetahuan kedokteran. Model ini 

banyak dikritik oleh akademisi disabilitas di negara-negara Global 

North (negara maju dan kaya) karena model ini dengan label 

medisnya terlalu mendewakan tenaga medis  dalam menentukan 

apa yang paling baik bagi penyandang disabilitas, atau yang paling 

tahu tentang disabilitas. Model medis juga banyak diadopsi oleh 

pemerintah negara-negara berkembang seperti di Zambia, 

Philippines dan Indonesia di tahun 1990an.

Social model of disability 

Model sosial disabilitas muncul dari pergerakan penyandang 

disabilitas yang kecewa dengan ketiga cara pandang individual 

model di atas. Model ini diperkenalkan oleh Mike Oliver yang 

terilhami oleh pandangan UPIAS (Perserikatan Penyandang 

Disabilitas Fisik Melawan Segregasi) di Inggris tahun 1970an. UPIAS 

sebagai contoh pertama lahirnya DPO menentang kebijakan dan 

praktik panti. Dalam dokumen UPIAS tentang Prinsip-prinsip Dasar 

Disabilitas dinyatakan bahwa masyarakatlah yang sebenarnya 

membuat mereka mengalami disabilitas sebagai kelompok yang 

tertindas dan karenanya terhambat untuk berpartisipasi di 

masyarakat. Dokumen tersebut membedakan secara jelas        

antara disability dan impairment. Impairment adalah organ 

/anggota/mekanisme tubuh yang hilang seluruhnya atau sebagian, 

atau yang mengalami gangguan. Sedangkan disability adalah 

disadvantage atau kerugian yang dialami orang dengan impairment 
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berupa hambatan beraktivitas (activity restriction) dikarenakan 

struktur dan sistem masyarakat yang tidak memperhatikan atau 

mengesampingkan orang-orang dengan impairment. 

Pada model sosial, disabilitas itu disebabkan oleh dua hal: struktur 

masyarakat termasuk keluarga, komunitas, infrastruktur fisik, 

ekonomi dan sistem politik yang dirancang dengan tidak 

memikirkan orang-orang dengan karakteristik fisik dan/atau mental 

tertentu. Kedua, masyarakat mengeksklusi orang dengan impair-

ment melalui sistem, praktik dan sikap yang diskriminatif. 

Meskipun model sosial diterima secara luas terutama di kalangan 

masyarakat dan aktivis disabilitas, terdapat perdebatan menyang-

kut Interpretasi dan aplikasi model ini di antara akademisi 

disabilitas. Sebagai contoh, Tom Shakespeare mengkritik 

Interpretasi ekstrim terhadap model sosial oleh para advokatnya 

yang mengesampingkan efek dari impairment yang sebenarnya 

tidak bisa hilang meskipun lingkungan dan struktur sosial diubah. 

Shakespeare melihat ketidakkonsistenan ketika advokat social 

model berkampanye di luar menyuarakan bahwa lingkungan dan 

sikap masyarakat yang menghambat partisipasi, bukan impairment 

mereka. Tapi di balik pintu atau di ruang pribadi mereka 

mengeluhkan efek impairment yang mereka rasakan seperti rasa 

sakit ketika bergerak, infeksi saluran kencing akibat catheter dll. 

Dan hal ini mereka sangkal dan sembunyikan saat kampanye. Ini 

bukan berarti Shakespeare menolak pentingnya menghilangkan 

hambatan di masyarakat atau menyangkal prinsip-prinsip social 

model yang penting, tapi Dikotomi antara disability dan impairment 

AFIFA UTAMA



93Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

akan terlalu menyederhanakan hubungan keduanya yang 

sebenarnya sangat kompleks. Pengesampingan efek impairment 

akan beresiko tidak dianggap penting lagi usaha-usaha untuk 

menghindari atau mengurangi efek impairment yang sebenarnya 

masih dibutuhkan. 

Sebagai respon atas kritikan seperti ini, lalu dimunculkanlah model 

sosial relasional sebagai jalan tengah oleh Carol Thomas. Selain itu 

muncul model biopsikososial yang menjadi dasar konsep ICF WHO. 

Model hybrid ini memasukkan aspek lingkungan, biologis dan 

psikologis sebagai faktor penyebab disabilitas yang dipahami 

sebagai keterbatasan fungsional. Ada 3 aspek fungsional utama 

menurut model ini: struktur dan fungsi tubuh (keterbatasan 

fungsional dikarenakan impairment); hambatan aktivitas 

(keterbatasan melakukan kegiatan keseharian seperti makan, 

berjalan, berpakaian); hambatan partisipasi (keterbatasan dalam 

berpartisipasi di kegiatan bermasyarakat seperti bekerja, terlibat 

dalam organisasi dll). Model ini juga dikritik karena fokus utamanya 

masih pada tubuh individu dan keterbatasannya bukan pada 

interaksi antara si individu dengan masyarakat sehingga menghi-

langkan peran konteks budaya dalam menentukan sejauh apa suatu 

keterbatasan fungsional bisa menjadi disabilitas.
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Human rights model 

Ada hubungan erat antara social model dan kerangka human rights. 

Dengan social model yang menyorot peran utama masyarakat dan 

lingkungan dalam menyebabkan disabilitas, para aktivis disabilitas 

kemudian tergerak untuk mendorong pemerintah dan lembaga-

lembaga pembangunan di dunia untuk memikirkan bagaimana 

masyarakat bisa menjadi lebih inklusif dan menerima keragaman, 

sehingga penyandang disabilitas bisa mengakses hak-hak mereka 

sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam seluruh aspek 

kehidupan. Pendekatan ini secara luas disebut dengan model, 

framework atau perspective HAM disabilitas. Human rights model 

mendesak pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan 

masyarakat inklusif serta mengakomodir beragam karakteristik 

manusia. Dalam perspective ini, disabilitas yang terjadi dikarenakan 

konstruksi sosial dianggap sebagai  pengingkaran hak-hak asasi 

manusia. Kerangka human rights saat ini sudah cukup banyak 

diadopsi oleh pemerintah di berbagai negara, lembaga pemba-

ngunan, dan organisasi disabilitas sebagai basis ideologi untuk 

menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap inklusi dan partisi-

pasi penuh penyandang disabilitas.

Meskipun human rights model ini banyak dianggap sebagai solusi 

paling tepat untuk berbagai permasalahan disabilitas, juga muncul 

perdebatan terkait efek dan relevan tidak nya model ini untuk 

kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas yang hidup di negara-

negara miskin. Sebagai contoh, Grech (2009) mempertanyakan 

apakah bijak memfokuskan kebijakan pada strategi-strategi untuk 
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memunculkan perubahan paradigma dalam waktu lama dan 

menghilangkan intervensi rehabilitasi di negara-negara dimana 

'kehidupan kebanyakan masyarakatnya untuk survive bergantung 

ke pekerjaan-pekerjaan kasar seperti buruh tani dll, sehingga 

memiliki badan yang sehat dan kuat itu sangat penting.' Untuk 

konteks ini Grech (2009) berpendapat bahwa fokus pada solusi-

solusi rehabilitasi dan medis agar orang disabilitas bisa mengatasi 

atau mengurangi efek impairment mereka mungkin akan lebih 

menjadi prioritas. Bagaimana human rights model ini bisa menjadi 

tidak relevan dicontohkan oleh kasus di Sri Lanka. Pasca bencana 

Tsunami 2004 di Sri Lanka, organisasi disabilitas di sana mengkam-

panyekan dan melakukan advokasi untuk dibangunnya aksesibilitas 

fisik pada hotel-hotel baru yang akan dibangun di daerah Pesisir. Di 

saat yang sama komunitas masyarakat nelayan mengkampanyekan 

penolakan dibangunnya hotel-hotel tersebut karena akan menye-

babkan hilangnya tempat tinggal mereka dimana sebenarnya 

cukup banyak keluarga di kampung nelayan tersebut juga 

penyandang disabilitas. Kampanye organisasi disabilitas dengan 

agenda social model yang memfokuskan pada aksesibilitas ternyata 

tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat kampung nelayan 

dengan banyak keluarga disabilitas yang akan kehilangan tempat 

tinggal mereka jika hotel dibangun. Keluarga disabilitas di kampung 

nelayan justru akan mendapat manfaat jauh lebih besar jika 

advokasi organisasi disabilitas menguatkan kampanye yang 

dilakukan masyarakat nelayan ketimbang menuntut aksesibilitas 

hotel.
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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDISA 
LEVEL AKSES : ADMIN KELURAHAN 

A.  Masuk Aplikasi
 Untuk masuk aplikasi silakan ketik pada browser 

http://kotapadang.sidisa.info 

 1. Pertama isi username dan password
 2. Setelah itu klik tombol “Masuk”

Jika login berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi 
seperti gambar di bawah ini: 
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B. Manajemen Pengguna
 a. Melihat Data Surveyor Kelurahan
  Untuk melihat data surveyor kelurahan silakan klik menu 

Data Pengguna → Surveyor Kelurahan dan akan tampil list 
data admin kelurahan seperti Gambar berikut ini:

 b.  Pencarian/Filter Data Surveyor Kelurahan

Untuk melakukan pencarian data maka langkahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Klik tombol “Filter”
2. Selanjutnya Isi Kolom data yang ingin dicari
3. Kemudian Klik tombol “Cari”, maka data akan muncul 

sesuai pencarian

 c.  Menambah Data Surveyor Kelurahan
Untuk menambah data admin kelurahan klik menu Data 
Pengguna → Surveyor Kelurahan. Setelah muncul list data 
surveyor kelurahan kemudian klik tombol “ Tambah”.
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 Selanjutnya akan muncul form input sebagai berikut: 

Pada bagian form, isi data sesuai dengan kolom yang 
tersedia, kemudian klik tombol “Simpan”. Setelah data 
tersimpan maka akan muncul list data surveyor kelurahan 
seperti di bawah ini :  
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Setalah klik tombol buat user maka akan muncul form entri 
akun login seperti di bawah ini : 

Selanjutnya silakan isi data sesuai form diatas kemudian klik 
tombol "Create". Setelah tersimpan akan muncul list akun 
user seperti gambar di bawah ini : 

d.    Mengubah Data Surveyor Kelurahan
Untuk mengubah data surveyor kelurahan silakan klik menu 
Data Pengguna → Surveyor Kelurahan. Setelah muncul 
semua list data admin maka silakan klik bagian kolom 
"Detail"seperti berikut:

Setelah klik detail maka akan muncul detail data sebagai berikut : 
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Silakan klik tombol "Update Profil" untuk mengubah data 
profil, dan tombol "Update data Login" untuk mengubah 
akun login. 

Setelah diisi kemudian klik tombol "Simpan" 

C.  Manajemen Data Survei 
a.    Melihat Data Survei 

Untuk melihat data survei, silakan klik Menu "Data Survei" 
kemudian akan muncul list data sebegai berikut : 
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Klik tombol "Detail" untuk melihat detail hasil survei : 

b.    Pencarian/Filter Data 
Untuk mencari data survei, silakan klik Menu "Data Survei" 
setelah itu akan muncul halaman data survei. 
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Selanjutnya silakan klik tombol "Filter", kemudian isi kolom 
pencarian. Selanjutnya silakan klik tombol "Cari". Maka data 
yang muncul pada tabel akan sesuai dengan inputan pada 
kolom pencarian. Klik tombol "Reset" untuk me-reset 
pencarian. 

c.     Mencetak / Export Data Survei 
Anda bisa meng-export hasil data survei kedalam bentuk 
Excel File. Pada halaman Data Survei , silakan klik tombol 
export 

Setalah itu file excel akan di-download dan silakan di klik 
untuk membuka file tersebut. 
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Selanjutnya jika muncul warning seperti Gambar di atas, 
maka klik tombol "Yes" dan file excel akan tampil seperti 
gambar di bawah ini : 

d.    Verifikasi Data Survei 
Untuk melakukan verifikasi data yang sudah di-input oleh 
petugas surveyor, silakan klik menu "Data Survei". Setelah 
itu akan muncul semua data servei seperti di bawah ini: 
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Pada gambar di atas, perhatikan kolom "Status". Cek status 
yang "Belum Verifikasi" kemudian klik tombol "Detail". 
Akan muncul detail data seperti di bawah ini: 

Pada bagian akhir data klik tombol "Setujui Data" AFIFA UTAMA



108 Panduan Pendataan Disabilitas di Kelurahan Kota Padang

Jika terlah disetujui, status akan berubah menjadi "Sudah 
Verifikasi" 

D.    Rekap Data 
a.    Rekap Data Berdasarkan Kelompok Umur 

Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 
Rekap Data → by Kelompok Umur dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 
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1. Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan atau 

klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 

b.  Rekap Data Berdasarkan Jenis Dokumen Identitas 
 Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 

Rekap Data → by Dokumen Identitas dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan atau 

klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download grafik 

yang muncul pada rekap data 
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c.  Rekap Data Berdasarkan Status Pernikahan 
 Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 

Rekap Data → by Status Pernikahan dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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d.  Rekap Data Berdasarkan Kelurahan 
 Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 

Rekap Data → by Kelurahan dan akan muncul halaman 
seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan  
tanggal pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.    Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.    Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk 

meng-export data pada tabel 
5.    Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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e.  Rekap Data Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal
 Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 

Rekap Data → by Wilayah Tinggal dan akan muncul halaman 
seperti dibawah ini : 

1. Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol “filter”

2. Isi entrian filter data sesuai kebutuhan
3. Klik tombol “cari” untuk mencari data sesuai inputan atau 

klik tombol “reset” untuk mereset pencarian
4. Setelah data muncul klik tombol “Export” untuk 

mengexport data pada tabel
5. Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin mendowload grafik 

yang muncul pada rekap data
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f.  Rekap Data Berdasarkan Status Rumah Tinggal 
 Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 

Rekap Data → by Status Rumah Tinggal dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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g.  Rekap Data Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada 
menu Rekap Data →by Pendidikan Terakhir dan akan 
muncul halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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h.  Rekap Data Berdasarkan Pekerjaan 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada 
menu Rekap Data → by Pekerjaan dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3. Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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i.  Rekap Data Berdasarkan Skema Bantuan 2 Tahun Terakhir 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 
Rekap Data  → by Skema Bantuan Umur dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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j.  Rekap Data Berdasarkan Jaminan Sosial 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada 
menu Rekap Data → by Jaminan Sosial dan akan muncul 
halaman seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
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k.  Rekap Data Berdasarkan Kategori Disabilitas 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada 
menu Rekap Data → by Kategori Disabilitas dan akan 
muncul halaman seperti di bawah ini :  

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data 
6.  Klik Tab Kategori Disabilitas untuk melihat data rekap 
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per kategori 
7.  Klik tombol "Export" untuk meng-export data pada 

tabel kategori. 

l.  Rekap Data Berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu 
Untuk membuka halaman rekap data silakan klik pada menu 
Rekap Data → by Alat Bantu dan akan muncul halaman 
seperti di bawah ini : 

1.  Untuk mencari data berdasarkan kelurahan dan tanggal 
pendataan, silakan klik tombol "filter" 

2.  Isi entrian filter data sesuai kebutuhan 
3.  Klik tombol "cari" untuk mencari data sesuai inputan 

atau klik tombol "reset" untuk mereset pencarian 
4.  Setelah data muncul klik tombol "Export" untuk meng-

export data pada tabel 
5.  Klik icon pilihan pada Grafik jika ingin men-download 

grafik yang muncul pada rekap data AFIFA UTAMA
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E.  Mengubah Profil Pengguna 
Untuk mengubah nama profil akun, silakan klik menu Profil User 
kemudian isi form yang muncul sesuai kebutahn dan klik tombol 
"Update" untuk menyimpan perubahan seperti gambar di 
bawah ini: 

AFIFA UTAMA
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F.   Mengubah Password Login Aplikasi 
Untuk mengubah akun login, silakan klik menu Akun Login 
kemudian isi form yang muncul sesuai kebutahn dan klik tombol 
"Update" untuk menyimpan perubahan seperti gambar di 
bawah ini: 

AFIFA UTAMA
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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDISA
LEVEL AKSES : SURVEYOR KELURAHAN

A.  Masuk Aplikasi
 Untuk masuk aplikasi silakan ketik pada browser 

http://kotapadang.sidisa.info

1.  Pertama isi username dan password
2.  Setelah itu klik tombol “Masuk”

Jika login berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi 
seperti gambar di bawah ini:

AFIFA UTAMA
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B.  Manajemen Data Survei
 a.  Melihat Data Survei

Untuk melihat data survei, silakan klik Menu “Data Survei” 
kemudian akan muncul list data
sebagai berikut :

AFIFA UTAMA
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Klik tombol “Detail” untuk melihat detail hasil survei:

b.  Pencarian/Filter Data
Untuk mencari data survei, silakan klik Menu “Data 
Survei” setelah itu akan muncul halaman data survei.

Selanjutnya silakan klik tombol “Filter”, kemudian isi kolom 
pencarian. Selanjutnya silakan klik tombol “Cari”. Maka 
data yang muncul pada tabel akan sesuai dengan inputan 
pada kolom pencarian. Klik tombol “Reset” untuk me-reset 
pencarian.AFIFA UTAMA
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c.  Mengisi Data Survei
Untuk memulai mengisi data survei anda bisa klik menu 
“Data Survei” kemudian klik tombol “Tambah” atau Pada 
bagian atas dari layar browser bisa klik tombol “Isi Survei”

Setelah klik tombol tersebut maka akan muncul form isian 
yang harus diisi oleh petugas surveyor

AFIFA UTAMA
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1.  Form input data akan dibagi dalam 4 bagian (Umum, 
Pendidikan & Pekerjaan, Informasi Disabilitas dan Alat 
bantu).

2.  Silakan isi semua bagian dan jika sudah selesai maka 
klik tombol “Selanjutnya”.

3.  Jika sudah sampai bagian Alat Bantu, maka klik tombol 
“Simpan & Selesai”.

4.  Pada bagian akhir anda akan meliha ringkasan dari 
semua inputan survei. Silakan cek Kembali data dan 
pastikan semua sudah benar. Jika belum benar maka 
klik tombol Ubah dan ulangi Langkah 1 – 4.

d.  Submit Data Survei
 Untuk melakukan Submit data yang sudah di-input oleh 

petugas surveyor, silakan klik menu “Data Survei”. 
Setelah itu akan muncul semua data servei seperti di 
bawah ini:AFIFA UTAMA
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Pada gambar di atas, perhatikan kolom “Status”. Cek 
status yang “Belum Submit” kemudian klik tombol 
“Detail”. Akan muncul detail data seperti di bawah ini:

Pada bagian akhir data klik tombol “Submit”

AFIFA UTAMA
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Jika telah disetujui, status akan berubah menjadi “Belum 
Verifikasi”

C. Mengubah Profil Pengguna
Untuk mengubah nama profil akun, silakan klik menu Profil
User kemudian isi form yang muncul sesuai kebutahn dan klik
tombol “Update” untuk menyimpan perubahan seperti
gambar di bawah ini:

AFIFA UTAMA
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D. Mengubah Password Login Aplikasi
Untuk mengubah akun login, silkan klik menu Akun Login
kemudian isi form yang muncul sesuai kebutuhan dan klik
tombol “Update” untuk menyimpan perubahan seperti
gambar di bawah ini:

AFIFA UTAMA
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